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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No | Arab Latin No Arab | Latin
| | Tidak 16 b T
dilambangkan

2| @ B 17 b V4
3 ~ T 18 & ‘
4 < $ 19 ¢ G
5 z ) 20 S F
6 C H 21 d Q
7 : Kh 22 d K
8 > D 23 J L
9 3 7 24 ¢ M
10 J R 25 o N

X




11 B V4 26 3 w
12 N S 27 » H
13 o Sy 28 s ’

14| 3 29 ¢ |y
15 S D

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
Fathah A
Kasrah I
& Dammah U




b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa

gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan

huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf

Nama

Gabungan Huruf

&

Fathah dan ya Ai

Fathah dan wau

Contoh:
kaifa vy
haula . Js»
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda
s/l Fathah dan alif i
atau ya
¢ Kasrah dan ya I
& Dammah dan 0
wau
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Contoh:
gala Ju
rama . )
gila : 2
yvaqiilu - jy:-’

4. Ta Marbutah (?)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (3) hidup
Ta marbutah (¢) yang hidup atau mendapat harkat fathah,
kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah () mati
Ta marbutah (3) yang mati atau mendapat harkat sukun,
transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata' yang .akhir katanya ta marbutah (3)
diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta
bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (3) itu
ditransliterasikan dengan h.

Contoh:
raudah al-atfal/ raudatul atfal : JbﬂaY\ :wj)
al-Madinah al-Munawwarah/ ;)}JJ\ iuw

o

Talhah isb
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Catatan:

Modifikasi

1.

Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa
tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan
nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia,
seperti Mesir, bukan Misr;- Beirut, bukan Bayrut; dan
sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa
Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan

Tasawuf.
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ABSTRAK

Nama : Fitria Rizkika Amanda

Nim : 220602092

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat
Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMKM di Kota Banda
Aceh

Pembimbing 1 : Dr.Intan Quratulaini, S.Ag, M.S.1
Pembimbing 2 : Jalilah, S.HI., M.Ag

Penelitian mengenai sertifikasi halal pada pelaku Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh masih terbatas, khususnya
terkait hal-hal yang mendorong pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi
serta kendala yang dihadapi dalam prosesnya. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat sertifikasi
halal pada pelaku UMKM di Kota Banda Aceh. Penelitian ini
menggunakan pendekatan  kualitatif = deskriptif dengan teknik
pengumpulan: data melalui wawancara, ‘observasi, dan dokumentasi
terhadap 10 pelaku UMKM, Pengawas LPPOM MPU Aceh, dan Ketua
LP3H UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
minat pelaku usaha berkaitan dengan faktor internal berupa pemahaman
dan kesadaran halal, serta faktor eksternal berupa dukungan pemerintah
melalui program sertifikasi halal dan kepercayaan konsumen. Adapun
kendala yang ditemukan meliputi kurangnya informasi dan sosialisasi
serta keterbatasan pendampingan dan akses terhadap layanan sertifikasi
halal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, edukasi, dan
pendampingan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM serta
mendorong pengurusan sertifikasi halal.

Kata kunci: Minat, Sertifikasi halal, UMKM.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
sangat ditentukan oleh kemampuan pelaku usaha dalam
melakukan analisis pasar dan memahami pelanggan secara tepat.
Di tengah persaingan yang semakin ketat dan perubahan perilaku
konsumen yang semakin kompleks, UMKM tidak lagi dapat
hanya berfokus pada penjualan, tetapi harus mampu
mengidentifikasi kebutuhan, keinginan, serta harapan pelanggan.
Sebagaimana dikemukakan oleh Wiharto (2019), perusahaan
perlu menciptakan nilai terbaik bagi pasar sasaran sekaligus
membangun  hubungan jangka  panjang yang saling
menguntungkan. Oleh karena itu, analisis pasar menj adi langkah
penting bagi UMKM sebelum memasuki atau mengembangkan
usaha, agar strategi yang diterapkan sesuai dengan kondisi pasar
dan kemampuan konsumen, sehingga usaha dapat bertahan dan
berkembang secara berkelanjutan. UMKM dituntut untuk mampu
memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan secara mendalam
agar dapat bertahan dan bersaing di tengah pasar yang semakin
kompetitif. Kompleksitas perilaku pelanggan menuntut pelaku
UMKM tidak hanya berfokus pada produksi dan penjualan, tetapi
juga mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis dengan

meningkatkan kualitas produk UMKM salah satunya dengan cara



sertifikasi halal pada produk (Anwar et al., 2023).

Aceh merupakan daerah yang memiliki syariat islam yang
sangat kental, di mana setiap produk yang beredar diharapkan
telah bersertifikasi halal. Dalam konteks ini, UMKM memiliki
karakteristik tersendiri yang menuntut penerapan strategi yang
tepat sasaran dan efisien, khususnya dalam memahami pasar dan
pelanggan, agar mampu meningkatkan daya saing dan mencapai
keberlanjutan usaha melalui settifikasi halal Anwar et al., (2023).
Di Provinsi Aceh, pengaturan produk halal diperkuat melalui
Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan
Produk Halal yang memberikan perlindungan dan kepastian
hukum terhadap kehalalan produk. Hal ini menjadikan sertifikasi
halal tidak lagi bersifat anjuran, melainkan kewajiban bagi pelaku
usaha, termasuk UMKM. | Secara teknis, sertifikasi halal
merupakan proses untuk memperoieh pengakuan kehalalan
melalui beberapa pemeriksaanterhadap bahan baku, proses
produksi, serta sistem jaminan halal yang sesuai dengan standar
yang ditetapkan (LPPOM MUI, 2008). Sertifikasi dilakukan
dengan melakukan beberapa pemeriksaén yang dilakukan oleh
auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan
status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang
menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal
(Hasan 2014). Sertifikat halal berlaku selama kurang waktu
empat tahun. Kemudian bisa dilakukan per-panjangan.

Perusahaan harus memberikan jaminan halal dengan selalu



menjaga konsistensi ke-halalan produk. Secara berkala setiap
enam bulan sekali harus melaporkan pelaksanaan Sistem Jaminan
Halal (SJH) pada perusahaannya (Faridah, 2019).

Namun, penerapan sertifikasi halal pada UMKM masih
mengalami banyak tantangan tersendiri Seperti kendala biaya,
pemahaman proses, dan keterbatasan sumber daya masih menjadi
hambatan dalam upaya untuk memperoleh sertifikasi ini serta
yang paling urgen Adalah minat untuk sertifikasi halal terhadap
produknya. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap
penerapan sertifikasi halal pada UMKM' perlu untuk
dilaksanakan. Urgensi serifikasi halal di aceh Secara sosial
ekonomi, sertifikasi halal tidak hanya dipahami sebagai
pemenuhan kewajiban agama, tetapi juga memiliki nilai strategis
dalam meningkatkan daya saing produk, memperluas akses pasar
domestik dan global, serta memperkuét posisi Aceh dalam produk
halal. Bahkan sertifikasi halal ‘memiliki dimensi perlindungan
hukum bagi konsumen agar terhindar dari produk yang berpotensi
mengandung bahan haram maupun berbahaya bagi Kesehatan

(Fauzan & Maulana, 2016).

Sebagai ibu kota Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh berperan
strategis sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat aktivitas
perekonomian daerah. Menurut data dari Radio Republik
Indonesia jumlah unit usaha UMKM Pada tahun 2025, tercatat
sekitar 15.230 unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

yang beroperasi di kota ini, dengan dominasi sektor kuliner,



perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif seperti kerajinan dan
fashion. Keberadaan UMKM tersebut mencerminkan besarnya
potensi ekonomi lokal yang berkembang secara dinamis. Namun,
di tengah pertumbuhan tersebut, masih ditemukan fenomena
bahwa sebagian pelaku UMKM belum memiliki sertifikasi halal,
meskipun Aceh merupakan daerah yang menerapkan syariat
Islam. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-
nilai normatif yang berlaku dengan-praktik usaha yang dijalankan
oleh pelaku UMKM. Rendahnya kepemilikan sertifikasi halal
mengindi-kasikan adanya berbagai faktor, seperti pemahaman,
persepsi, tingkat kesadaran, serta kendala yang dihadapi pelaku
usaha dalam proses sertifikasi. Oleh karena itu, diperlukan kajian
mendalam melalui pendekatan kualitatif untuk menggali secara
komprehensif pandangan, pengalaman, dan realitas pelaku
UMKM terkait minat dan implementési sertifikasi halal di Kota
Banda Aceh.

Hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di lima
titik strategis wilayah Aceh khusunya di Kota Banda Aceh
menunjukkan adanya pola hambatan yang serupa dalam
implementasi sertifikasi halal di tingkat pelaku Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM). Kasus pertama ditemukan di
wilayah Peunayong, di mana para pelaku usaha memberikan
jaminan lisan bahwa seluruh menu dan bahan baku yang
digunakan sepenuhnya halal dan bebas dari unsur non halal.

Namun, komitmen moral ini tidak dibarengi dengan kepemilikan



sertifikat resmi karena mereka mengalami kesulitan akses
informasi dan merasa kurangnya pendampingan atau sosialisasi
langsung dari pihak berwenang mengenai prosedur pendaftaran
yang benar. Masalah serupa juga menjadi kasus kedua di daerah
Ulee Lheue, di mana ketiadaan sertifikasi halal pada toko-toko
UMKM disebabkan oleh minimnya jangkauan edukasi
pemerintah ke lokasi usaha, sehingga para pedagang tetap
bertahan pada metode pemasaran tradisional tanpa legalitas halal
formal. Kesenjangan informasi ini semakin diperparah oleh
adanya miskensepsi mengenai pembiayaan; sebagaimana
ditemukan pada kasus ketiga di daerah Lampineung. Di wilayah
ini, banyak pelaku UMKM yang belum mengurus sertifikasi
bukan karena enggan, melainkan karena adanya persepsi keliru
bahwa proses sertifikasi halal memerlukan biaya yang mahal,
padahal pemerintah telah menggratiékan proses tersebut bagi
pelaku usaha kecil.

Sementara itu, kasus keempat yang terjadi di Darussalam
menunjukkan ironi yang cukup tajam meskipun wilayah ini
merupakan kawasan pendidikan dengah mayoritas konsumen
muslim yang kritis, sebagian pelaku UMKM tetap belum
memiliki sertifikasi halal akibat keterbatasan pengetahuan
mengenai prosedur teknis serta minimnya pemahaman terhadap
manfaat strategis sertifikasi tersebut bagi nilai jual produk.
Terakhir, pada kasus kelima di daerah Ulee Kareng, hambatan

utama yang teridentifikasi adalah rendahnya literasi pelaku usaha



mengenai pentingnya label halal sebagai instrumen untuk
membangun kepercayaan konsumen secara permanen. Adanya
stigma bahwa birokrasi pengurusan sertifikasi sangat rumit dan
memakan waktu lama menjadi tembok penghalang bagi mereka,
padahal kenyataannya pada tahun 2026 ini, Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah memfasilitasi skema self-
declare yang menawarkan kemudahan prosedur dan tanpa biaya.
Melalui program ini, pemerintah sebenarnya telah menye-diakan
kuota jutaan sertifikat halal untuk membantu pelaku UMK
mendapatkan legalitas secara instan. Secara kolektif, kelima kasus
ini menegaskan bahwa urgensi sertifikasi halal di Aceh masih
terbentur pada persoalan distribusi informasi dan efektivitas
sosialisasi di tingkat akar rumput.

Secara keseluruhan, hasil observasi ini menyimpulkan
adanya kesenjangan yang signiﬁkaﬁ antara komitmen moral
pelaku UMKM dalam menjaga kehalalan produk dengan
kepatuhan administratif melalui sertifikasi resmi. Fenomena ini
menunjukkan bahwa meskipun aspek substan-sial kehalalan telah
terpenuhi, para pelaku usaha di Aceh masih terjebak dalam pola
kepercayaan diri semu (self-claimed halal) yang hanya
mengandalkan jaminan lisan tanpa kekuatan hukum. Analisis
mendalam menunjukkan bahwa kendala utama bukanlah
penolakan terhadap regulasi, melainkan adanya asimetri
informasi dan kegagalan jalur distribusi kebijakan pemerintah ke

ting-kat akar rumput. Stigma mengenai kerumitan birokrasi dan



kekhawatiran akan biaya tinggi menc-erminkan bahwa program
sertifikasi gratis (self-declare) yang disediakan BPJPH pada tahun
2026 belum tersosialisasi secara efektif. Akibatnya, sertifikasi
halal belum dipandang sebagai aset strat-egis untuk meningkatkan
daya saing ekonomi dan perlindungan konsumen, melainkan
masih di-anggap sebagai beban administratif yang rumit. Oleh
karena itu, diperlukan peran aktif pendamp-ing halal untuk
menjemput bola ke lapanganguna mengubah persepsi pelaku
usaha dan memasti-kan legalitas halal dapat menjadi instrumen
utama dalam memperkuat posisi produk UMKM Aceh di pasar
global.

Berdasarkan latar belakang di atas telah menjelaskan kasus
yang terjadi, maka jika di kaji dari segi faktor-faktor yang
mempengaruhi minat sertifikasi halal pada pelaku UMKM di
Kota Banda Aceh dapat di kaji melaluiv persepsi hal ini di buktikan
bahwa persepsi masyarakat “'mempengaruhi minat untuk
melakukan sertifikasi halal pada usaha nya, tuntutan pasar juga
mempengaruhi minat sertikasi halal pada pelaku UMKM di Kota
Banda Aceh serta minat tersebut menjédi faktor yang relavan
untuk di kaji sebagai penelitian. Maka dari itu, peneliti
mengangkat judul tentang “Analisis Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Minat Sertifikasi Halal Pada

Pelaku UMKM Di Kota Banda Aceh’. Nantinya penelitian ini di
harapkan menjadi sebuah pertimbangan untuk Masyarakat pada

umum nya dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah kususnya.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan
permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat UMKM
terhadap sertifikasi halal?

2. Kendala apa saja yang di hadapi UMKM dalam mengurus
sertifikat halal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan. masalah tersebut, maka peneliti
merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:
1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
minat UMKM dalam mengurus setifikat halal.
2. Untuk mengidentifikasi kendala apa saja yang dihadapi
UMKM dalam proses pengurusan sertifikat halal.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat diharapkan untuk:
1.4.1 Manfaat Teoritis :

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan baru
terkait pengetahuan serta kesadaran terkait sertifikat halal.
Penelitian ini dapat menambah bukti yang empiris terkait
kesadaran halal dan persepsi sertifikasi halal untuk para pelaku
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh.
Dan penelitian ini juga terutama kepada para akademisi yang

berkecimpung dalam bidang ekonomi syariah untuk memperoleh



wawasan dan pengetahuan terkait kesadaran halal yang nanti nya

dapat berkembang.

1.4.2 Manfaat bagi Praktisi

Penelitian ini bisa menjadi bahan untuk evaluasi dan juga
perbaikan bagi pemerintah daerah, kampus, dan organisasi
Masyarakat (Ormas) yang terkait dalam edukasi dan juga
sosialisasi dalam membangun kesadaran halal serta
pendampingan sertifikasi halal khusus pada pelaku usaha mikro
kecil dan menengah di Kota Banda Aceh. Dan penelitian ini juga
dapat di jadikan bahan rujukan bagi ekonomi syariah agar mampu
mengembangkan dan memberikan kemaslahatan pada umat

Islam.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman dan penyusunan penelitian
secara terstruktur, penulisan skripsiini di bagi ke dalam lima bab,
yaitu:

BAB I: Bab ini berisi latar belakang, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,serta sistematika
penulisan.

BAB II: Bab ini membabhas teori-teori yang relevan dengan
minat sertifikasi halal, seperti konsep dasar sertifikasi halal,
faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi minat, teori
perilaku konsumen, religiusitas, persepsi manfaat, pengaruh
lingkungan, serta penjelasan mengenai peran UMKM dalam

ekonomi. Selain itu, bab ini memuat ringkasan penelitian



terdahulu yang mendukung analisis faktor-faktor tersebut.

BAB III: Pada bab ini terdapat pembahasan mengenai jenis
penelitian apakah bersifat kualitatif atau kuantitatif dan
mengetahui apakah sumber perolehan data primer atau sekunder
serta metode dan teknik menganalisis data.

BAB IV: Bab ini membahas mengenai gambaran umum
pengertian Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat
Sertifikasi Halal pada Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh.

BAB V: Bab ini berisi kesimpulan penelitian yang
merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan,
serta keterbatasan penelitian. Selain itu, bab ini juga
menyampaikan saran dari penulis yang ditujukan kepada pihak-
pihak terkait dengan objek dan tujuan penelitian, berdasarkan

analisis yang telah dilakukan.’
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BAB 11
LANDASAN TEORI

2.1 Sertifikasi halal
2.1.1 Pengertian Sertifikat Halal

Sertifikasi halal adalah proses penilaian dan pengesahan
terhadap suatu produk untuk memastikan bahwa seluruh bahan
baku, proses produksi, hingga distribusinya sesuai dengan
prinsip-prinsip syariat [slam dan bebas dari unsur yang
diharamkan. Sertifikasi ini bukan hanya sekadar bentuk
kepatuhan terhadap ajaran agama, tetapi juga berfungsi sebagai
jaminan: kualitas, kebersthan, dan keamanan produk bagi
konsumen. Dalam konteks ekonomi, sertifikasi halal memiliki
arti strategis karena mampu. meningkatkan kepercayaan
masyarakat, memperluas akses pasar, serta menjadi alat
diferensiasi produk di tengah. persaingan yang semakin ketat.
Dengan demikian, sertifikasi halal merupakan kombinasi antara
kepatuhan religius dan strategi bisnis yang mémperkuat daya
saing serta keberlanjutan-usaha, khususnya bagi pelaku UMKM
(Camelia et al., 2024).

Menurut Warto & Samsuri, (2020) Sertifikasi halal adalah
suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa
tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan
Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUIL.
(LPPOM MUI 2008). Pasca implementasi undang-undang
jaminan produk halal Nomor 33 tahun 2014, Sertifikasi halal

11



didefinisikan sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang
dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang
dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Menurut Panji, 2017
Di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan sertifikasi
halal sebelum berlakunya UU JPH yang dilaksanakan secara
voluntary adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara
teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan,
dan Kosmetika (LPPOM).

setifikati halal merupakan jaminan jaminan makanan atau
produk yang halal ditandai dengan adanya label/logo halal pada
kemasan produk Ummah et al., (2024). Produk yang bersertifikat
halal juga menandakan kebersihan, kualitas, dan higienis suatu
produk. Sertifikat halal akan memberi image positif berupa
kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Hal ini akan
selaras dengan sikap positif seorang rﬁuslim untuk lebih memilih
produk yang bersertifikat halal dari pada produk tanpa sertifikat
halal (Syahida & Na-bilah, 2020).

Dalam penerapannya, jaminan kehalalan tidak hanya dilihat
dari bahan yang digunakan, tetapi juga' mencakup keseluruhan
proses dalam menghasilkan suatu produk Menurut Hartini &
Malahayatie, (2024). Proses tersebut meliputi penyediaan bahan
baku, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi,
penjualan, hingga penyajian produk. Sertifikasi halal menjamin
pelanggan muslim bahwa produk tersebut memenuhi standar

kualitas dan keamanan serta memenuhi standar kehalalan (Badan
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Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI,
2014).

Seiring dengan perkembangannya, sertifikasi halal tidak
hanya diterapkan pada produk makanan dan minuman, tetapi juga
mencakup berbagai produk dan jasa lainnya, seperti kosmetik,
obat-obatan, produk medis, serta pelayanan yang berkaitan
dengan produk halal Azzahra & Putri, (2025). Halal juga semakin
dipertimbangkan sebagai salah satu standar kualitas produk,
terutama bagi konsumen muslim yang memperhatikan kesesuaian
produk dengan ketentuan syariah. Standar ' kualitas halal
diterapkan pada proses penyediaan dan produksi makanan,
kosmetik, obat-obatan dan produk medis serta diterapkan pula
pada pelayanan yang terkait dengan produk halal tersebut
Noordin et al, 2014 dalam (Waharilnil, 2018).

Kewajiban sertifikasi halal keinudian diperkuat melalui
ketentuan peraturan perundang-undangan di - Indonesia.
Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal
(UUJPH), produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di
Indonesia wajib memiliki sertifikat halal sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat
halal juga diwajibkan mencantumkan label halal pada produknya
Aswin, (2023). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa
sertifikasi halal tidak hanya menjadi bentuk jaminan bagi
konsumen, tetapi juga merupakan bagian dari kewajiban pelaku

usaha dalam memenuhi ketentuan jaminan produk halal.
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Kepatuhan terhadap ketentuan tersebut juga disertai dengan
sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya,
baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana sesuai
dengan peraturan yang berlaku (Sabran, 2021).

Dalam perspektif Islam, kewajiban untuk menghasilkan
dan mengonsumsi produk yang halal memiliki dasar kuat dalam
Al-Qur’an dan Hadis. Allah SWT memerintahkan umat Nya untuk
mengonsumsi makanan yang halal dan baik (halalan thayyiban)
sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Bagarah Ayat 168 dan QS.
Al-Baqgarah Ayat 172, serta melarang segala bentuk konsumsi
yang diharamkan seperti bangkai, darah, dan daging babi
sebagaimana dalam QS. Al-Baqgarah Ayat 173. Rasulullah SAW
juga mengingatkan pentingnya menjauhi hal-hal yang syubhat
(meragukan) karena dapat mengarah pada keharaman Ummah et
al., (2024). |

Nilai-nilai ini menegaskan'bahwa prinsip kehalalan bukan
hanya terkait . aspek ibadah, melainkan juga perlindungan
terhadap kemaslahatan umat. Dalam konteks magqgasid syariah,
penerapan sertifikasi halal mencerminkan upaya menjaga agama
(hifz ad-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-a’qli), keturunan (hifz
al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Oleh karena itu, keberadaan
sertifikasi halal memiliki relevansi langsung dengan prinsip
syariah, yakni memastikan produk yang beredar di masyarakat
tidak hanya sesuai dengan standar hukum positif, tetapi juga

memenuhi nilai-nilai keislaman yang menjamin kemaslahatan
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dan perlindungan bagi seluruh konsumen Muslim (Azzahra &
Putri, 2025).

Kerangka hukum positif di Indonesia, sertifikasi halal
memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk
Halal (JPH). Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap
produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah
Indonesia wajib memiliki . sertifikat halal sebagai bentuk
perlindungan bagi konsumen Muslim. Pelaksanaan sertifikasi ini
berada di bawah kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan
Produk Halal (BPJPH), yang bekerja sama dengan Lembaga
Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)
sebagai pihak pemberi fatwa kehalalan. Dalam konteks regulasi,
sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen
administratif, tetapi juga sebagai Bentuk implementasi nilai
magqasid al-syari‘ah dalam sistem hukum nasional: Kolaborasi
antara BPJPH.dan MUI menunjukkan sinergi antara hukum
negara dan hukum Islam dalam menjamin kehalalan produk.
Dengan demikian, sertifikasi halal di Indonesia tidak hanya
berdimensi normatif religius, melainkan juga yuridis dan
ekonomis, karena bertujuan menciptakan kepastian hukum,
melindungi konsumen, serta meningkatkan daya saing industri
halal di tingkat nasional maupun global (Zulfa et al., 2023).

Sertifikasi halal dalam penelitian ini difokuskan pada
sertifikasi halal bagi produk UMKM kuliner di Kota Banda Aceh.
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Sertifikasi halal merupakan proses penetapan kehalalan suatu
produk berdasarkan ketentuan syariat Islam yang mencakup
bahan, proses produksi, hingga penyajian produk. Bagi pelaku
UMKM kuliner, sertifikasi halal menjadi salah satu aspek penting
karena dapat memberikan jaminan kepada konsumen mengenai
kehalalan produk yang dihasilkan serta meningkatkan
kepercayaan terhadap usaha. Dalam penelitian ini, pembahasan
sertifikasi halal diarahkan pada minat pelaku UMKM kuliner
dalam mengurus sertifikasi halal, termasuk faktor-faktor yang
mendorong maupun menghambat mereka dalam memperoleh

sertifikasi halal. Sistem sertifikat halal

Sistem sertifikasi halal di Indonesia melibatkan beberapa
lembaga utama yang memiliki peran dan mekanisme tersendiri
dalam memastikan kehalalan suatu produk. Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal (BPJPH) di-bawah Kementerian Agama
berfungsi sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab dalam
penyelenggaraan jaminan produk halal, mulai dari perumusan
kebijakan, penetapan standar dan prosedur, penerbitan serta
pencabutan sertifikat halal, hingga pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan. Sementara itu, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
berperan melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap
kehalalan produk, termasuk bahan dan proses produksi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Dalam proses penetapan
kehalalan produk, MUI memiliki peran dalam menetapkan

kehalalan produk berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan
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ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya
menjadi dasar bagi BPJPH dalam menerbitkan sertifikat halal.
Mekanisme tersebut menunjukkan adanya pembagian peran
antara pemerintah, lembaga pemeriksa, dan lembaga keagamaan
dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Sinergi
antarlembaga tersebut tidak hanya bertujuan memberikan
kepastian hukum mengenai kehalalan produk, tetapi juga
memperkuat perlindungan konsumen Muslim serta meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar (Japar et

al., 2024).

Dalam pelaksanaannya, sertifikasi halal di indonesia dapat
di lakukan melalui dua skema, yaitu skema self declare dan skema
reguler. Kedua skema tersebut merupakan mekanisme sertifikasi
halal yang disediakan untuk memberikan kemudahan kepada
pelaku usaha dalam memperoleh pengakuan kehalalan produk
sesuai dengan karakteristik usaha dan produk yang dihasilkan.
Perbedaan kedua skema tersebut terutama terletak pada
persyaratan, proses pemeriksaan, serta mekanisme penetapan
kehalalan produk.
1. Skema Self Declare

Skema self declare merupakan mekanisme sertifikasi halal
yang ditujukan terutama bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil
(UMK) yang memenuhi persyaratan tertentu. Dalam skema ini,
pelaku usaha menyatakan kehalalan produk dan bahan yang

digunakan dalam proses produksinya berdasarkan ketentuan yang
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telah ditetapkan. Meskipun terdapat pernyataan dari pelaku
usaha, proses sertifikasi tidak dilakukan tanpa pengawasan.
Pernyataan tersebut harus melalui proses verifikasi dan validasi
oleh Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH)
sebelum diproses sesuai dengan mekanisme penetapan kehalalan
yang berlaku. (BPJPH Halal%)

Skema self declare diperuntukkan bagi UMK yang
memenuhi kriteria tertentu,.antara lain memiliki Nomor Induk
Berusaha (NIB) dengan skala usaha mikro atau kecil,
menggunakan < bahan yang telah dipastikan'. kehalalannya,
memiliki proses produksi yang sederhana dan terjamin
kehalalannya, serta tidak menggunakan bahan atau proses yang
bersinggungan dengan bahan haram. Dalam ketentuan yang
berlaku pada tahun 2026, pelaku UMK juga harus memenuhi
persyaratan terkait batas hasil peﬁjualan tahunan, fasilitas
produksi, jenis produk, serta persyaratan lain yang ditetapkan
oleh BPJPH.

Keberadaan skema self declare merupakan salah satu
bentuk kemudahan yang diberikan pemefintah kepada UMK agar
lebih mudah memperoleh sertifikasi halal. Kemudahan tersebut
menjadi penting karena sebagian UMK memiliki keterbatasan
dalam hal biaya, pengetahuan, administrasi, dan akses terhadap
proses sertifikasi. Pemerintah juga menyediakan program
Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi UMK yang memenuhi
persyaratan. Pada tahun 2026, BPJPH menyediakan 1,35 juta
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kuota sertifikat halal gratis melalui Program SEHATI.
2. Skema Reguler

Skema reguler merupakan mekanisme sertifikasi halal yang
digunakan untuk produk yang memerlukan pemeriksaan dan/atau
pengujian kehalalannya. Pada skema ini, pelaku wusaha
mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada BPJPH melalui
sistem yang telah disediakan. Selanjutnya, pemeriksaan terhadap
produk dan proses produksi.dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa
Halal (LPH) melalui auditor halal. Hasil pemeriksaan tersebut
menjadi bagian dari proses penetapan kehalalan produk sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, kemudian BPJPH menerbitkan
sertifikat halal apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi.

Skema reguler dapat digunakan oleh pelaku usaha yang
produknya tidak memenuhi' persyaratan untuk menggunakan
skema self declare atau produk yangl memerlukan pemeriksaan
lebih lanjut. Oleh karena itu, mekanisme reguler pada umumnya
memiliki proses pemeriksaan yang lebih kompleks dibandingkan
dengan self declare. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk
memastikan bahan, proses produksi, fasil'itas, dan aspek lain yang
berkaitan dengan kehalalan produk telah memenuhi standar yang
ditetapkan.

Dengan demikian, skema self declare dan skema reguler
merupakan dua mekanisme sertifikasi halal yang memberikan
pilihan sesuai dengan karakteristik produk dan pelaku usaha. Self

declare memberikan kemudahan bagi UMK yang memenuhi
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persyaratan tertentu melalui pernyataan kehalalan yang
diverifikasi dan didampingi, sedangkan skema reguler melibatkan
pemeriksaan oleh LPH untuk produk yang memerlukan
pemeriksaan dan/atau pengujian lebih lanjut. Kedua skema
tersebut pada akhirnya memiliki tujuan yang sama, yaitu
memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan produk dan

meningkatkan perlindungan serta kepercayaan konsumen.

2.1.2 Manfaat dan tujuan sertifikat halal

Sertifikasi halal memiliki manfaat dan tujuan yang sangat
penting baik dari sisi konsumen, produsen, maupun pemerintah.
Berdasarkan penelitian Halal et al., (2025), sertifikat halal
berfungsi. sebagai jaminan keamanan, kepercayaan, dan
ketenteraman batin bagi masyarakat Muslim. Dari sisi konsumen,
sertifikasi halal memastikan bahwa produk yang dikonsumsi telah
melalui proses yang sesuai*dengan standar syariat Islam serta
aman dari unsur haram dan najis. Sedangkan bagi produsen,
sertifikat halal* memberikan nilai tambah ekonomi dengan
meningkatkan ke-percayaan pasar, memperluas akses ke pasar
global, serta menjadi strategi pemasaran yang efektif di tengah
meningkatnya permintaan terhadap produk halal. Di tingkat
nasional, sertifikasi halal mendukung penguatan industri halal
dan perlindungan produk dalam negeri dari persaingan global.
Lebih jauh lagi, sertifikasi ini juga mencerminkan tanggung
jawab moral pelaku usaha dalam menjaga kualitas dan integritas

produknya. Dengan demikian, tujuan utama dari sertifikasi halal
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tidak hanya untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam,
tetapi juga untuk mencip-takan ekosistem bisnis yang beretika,
kompetitif, dan berkelanjutan di pasar global.

Berdasarkan penelitian Hasibuan, (2023), teori-teori
penyangga seperti teori legitimasi dan teori kepercayaan
memiliki keterkaitan erat dengan pentingnya penerapan

sertifikasi halal. Teori

legitimasi menjelaskan bahwa suatu tindakan atau kebijakan akan
mendapatkan dukungan publik apabila sejalan dengan nilai dan
norma sosial ‘yang berlaku. Dalam konteks sertifikasi halal,
legitimasi . diperoleh ketika produsen mematuhi . ketentuan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk
Halal, yang menunjukkan ‘bahwa “mereka beroperasi sesuai
dengan nilai-nilai agama dan aturan hukum yang diakui
masyarakat. Kepatuhan ini memberikan pengakuan ‘moral dan
sosial, sekaligus meningkatkan reputasi produsen di mata
konsumen dan" lembaga pengawas sepertti BPJPH dan MUIL
Sementara itu,. teori kepercayaan menegaskan bahwa
kepercayaan menjadi fdndasi utama dalam hubungan antara
produsen dan konsumen. Sertifikat halal berperan sebagai simbol
transparansi dan keandalan produsen dalam menjamin kehalalan
serta keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat Muslim.
Keberadaan sertifikasi ini menumbuhkan rasa aman dan
keyakinan konsumen, yang pada gilirannya memperkuat loyalitas

serta memperluas pangsa pasar produk halal. Dengan demikian,
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teori legitimasi dan kepercayaan secara bersamaan menegaskan
bahwa sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai bentuk
kepatuhan hukum, tetapi juga sebagai strategi sosial dan ekonomi
dalam membangun citra positif, memperoleh kepercayaan publik,
serta meningkatkan daya saing produk di pasar global.
Berdasarkan penelitian  Alfikri & Fauzi, (2022)
mengidentifikasi isu kontemporer dalam konsep sertifikasi halal
sebagai instrumen politik negara-untuk melindungi konsumen
muslim melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang
menghadapi tantangan signifikan seperti politisasi melibatkan
keterlibatan  pemerintah, MUI, Kementerian Kesehatan, dan
Kementerian Agama sejak Surat Keputusan Bersama (SKB)
tahun 1996, sering menimbulkan konflik wewenang dan regulasi
yang ambigu. Tantangan utama mencakup kewajiban sertifikasi
halal berdasarkan Undang-Undang meor 33 Tahun 2014 yang
memberatkan usaha mikro, kecil; dan menengah (UMKM) akibat
biaya tinggi, prosedur rumit, serta keterbatasan sumber daya
manusia dan fasilitas, sehingga banyak produk beredar tanpa
label halal, meningkatkan risiko penyalahgunaan label dan
kerugian bagi konsumen; selain itu, dalam konteks globalisasi,
sertifikasi halal harus bersaing dengan standar internasional
seperti di Malaysia dan Uni Emirat Arab, di mana lembaga
keulamaan independen lebih dominan, sementara di Indonesia
integrasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

(BPJPH) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) menimbulkan
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keriuhan administrasi dan potensi korupsi. Oleh karena itu,
diperlukan penguatan teknologi digital dan sosialisasi intensif
untuk memastikan sertifikasi halal berfungsi sebagai jaminan
kehalalan dan pendorong daya saing ekonomi tanpa politisasi

berlebihan.

2.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha
produktif milik orang perorangan atau badan usaha yang
memenuhi kriteria usaha dengan jumlah karyawan, skala usaha,
dan omset yang relatif kecil serta umumnya didirikan dengan
modal yang minim atau terbatas. UMKM memiliki  peran yang
sangat penting dalam kegiatan perekonomian Indonesia terutama
untuk menciptakan lapangan kerja dan pemberdayaan yang sangat
besar dalam memajukan perekonomian pasca krisis moneter pada
tahun 1997 “di Indonesia (Munthe et al., 2023) . UMKM
merupakan singkatan dari usaha kecil, mikro, dan menengah atau
kegiatan atau- seperti usaha bisnis yang dijalankan oleh
perorangan, Kelompok, rumah tangga, maupun badan usaha kecil
lainnya. Tahun demi tahﬁn perkembangan UMKM di Indonesia
terus berkembang baik secara kuantitas maupun kualitas. Bahkan,
mendapat dukungan penuh dari emerintah dan menawarkan
berbagai program pelatithan dan pengembangan keterampilan
kepada pemangku kepentingan UMKM (Hapsari et al., 2024).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, klasifikasi UMKM
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dapat dibedakan berdasarkan besaran modal usaha yang dimiliki.
Usaha mikro merupakan usaha produktif milik perorangan
dengan jumlah modal usaha maksimal Rp50 juta (tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha). Usaha kecil adalah usaha
ekonomi produktif yang berdiri sendiri dengan jumlah modal
usaha lebih dari Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta. Sementara
itu, usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp500 juta
hingga Rp10 miliar. Perbedaan besaran modal ini menunjukkan
kapasitas dan skala usaha yang berbeda, di mana semakin besar
modal yang dimiliki maka semakin besar pula kemampuan usaha
dalam mengembangkan produksi, memperluas - pasar, dan
meningkatkan daya saing (Mimiasri et al., 2022).

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama
dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.masa depan pembangunan
terletak pada kemampuan usaha mikrd kecil dan menengah untuk
berkembang mandiri. Menurut' Badan Pusat Statistik (BPS)
memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja.
Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja
5 orang samapai dengan 19 orang, sedéngkan usaha menengah
merupakan usaha yang mem iliki jumlah tenaga kerja 20 orang
sampai dengan 99 orang. Menurut Kementrian Keuangan,
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 9Tulus Tambunan,
Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, hal 12 29 Nomor
316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil

sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan
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/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-
tingginya Rp. 600.000.000 atau asset (aktiva ) setinggi-tingginya
Rp.600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati).
(Pudjowati et al., 2023).

Keberadaan UMKM tidak hanya berperan sebagai kegiatan
usaha masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam
pembangunan ekonomi nasional. UMKM memiliki kedudukan
strategis dalam mewujudkan ‘sistem perekonomian yang lebih
merata, berkembang, dan berkeadilan.. Oleh karena itu,
pengembangan’ UMKM diperlukan agar pelaku usaha mampu
meningkatkan kapasitas dan potensi usahanya sehingga dapat
memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan
ekonomi serta meningkatkan daya. saing dalam menghadapi
perkembangan ekonomi regional maupun global (Zia, 2020).

Menurut Munthe et al.,(202'3), Keberadaan UMKM
memiliki peran yang penting dalam perekonomian Indonesia,
terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan
pendapatan masyarakat. UMKM merupakan usaha produktif
yang dijalankan oleh perorangan maupﬁn badan usaha dengan
skala usaha, jumlah tenaga kerja, dan omzet yang relatif kecil
serta umumnya didirikan dengan modal yang terbatas. Peran
tersebut semakin terlihat dalam mendukung perekonomian
Indonesia setelah krisis moneter tahun 1997, ketika UMKM
mampu memberikan kontribusi melalui penyerapan tenaga kerja,

peningkatan pendapatan, serta kontribusinya terhadap Produk
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Domestik Bruto (PDB) Munthe et al.,(2023). Jumlah UMKM
mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha di Indonesia.
Kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,5% dan terhadap
penye-rapan tenaga kerja mencapai 96,9% dari total penerapan
tenaga kerja nasional (Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian Republik Indonesia, 2022).

UMKM juga menjadi salah satu faktor penting dalam
keberlanjutan perkembangan® ekonomi suatu negara karena
memiliki kontribusi.terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),
penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan ' pengangguran.
Keberadaan® UMKM juga mencerminkan berkembangnya
kewirausahaan dan menjadi salah satu unsur yang mendukung
terbentuknya perekonomian yang kompetitif. Meskipun memiliki
peran yang besar, UMKM 'di Indonesia masih menghadapi
berbagai kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi untuk mendukung
keberlanjutan dan perkembangan usahanya. Kondisi tersebut
berkaitan dengan fenomena missing middle, yaitu struktur
UMKM di Indonesia yang masih didominasi oleh usaha mikro
dibandingkan usaha kecil dan meneﬁgah. Oleh karena itu,
pemenuhan kebutuhan dasar dan dukungan yang tepat diperlukan
agar usaha mikro dapat meningkatkan kapasitasnya dan
berkembang menjadi usaha kecil maupun menengah (Pradana &
Sumiyana, 2023).

Menurut Hapsari et al., (2024) Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) adalah usaha produktif milik orang
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perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha
dengan jumlah karyawan, skala usaha, dan omset yang relatif
kecil serta umumnya didirikan dengan modal yang minim atau
terbatas. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam
kegiatan perekonomian Indonesia terutama untuk menciptakan
lapangan kerja dan pemberdayaan yang sangat besar dalam
memajukan perekonomian pasca krisis moneter pada tahun 1997
di Indonesia (Munthe et al., 2023) UMKM merupakan singkatan
dari usaha kecil, mikro, dan menengah atau kegiatan atau seperti
usaha bisnis yang dijalankan oleh perorangan, Kelompok, rumah
tangga, maupun badan usaha kecil lainnya. Tahun demi tahun
perkembangan UMKM di Indonesia terus berkembang baik secara
kuantitas maupun kualitas. Bahkan, mendapat dukungan penuh
dari emerintah dan mena-warkan berbagai program pelatihan dan
pengembangan keterampilan kepadé pemangku kepent-ingan
UMKM.

UMKM dalam penelitian ini difokuskan pada usaha mikro,
kecil, dan menengah yang bergerak di bidang kuliner di Kota
Banda Aceh. UMKM kuliner merupakaﬁ salah satu sektor usaha
yang banyak berkembang dan memiliki peran dalam memenuhi
kebutuhan masyarakat serta mendukung perekonomian daerah.
Produk yang dihasilkan UMKM kuliner meliputi makanan dan
minuman yang dalam proses produksinya menggunakan berbagai
bahan dan melalui tahapan pengolahan tertentu. Oleh karena itu,

aspek kehalalan menjadi penting bagi UMKM kuliner, terutama
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dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan memastikan
produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
Dalam penelitian ini, UMKM kuliner menjadi objek yang dikaji
untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi minat pelaku
usaha dalam mengurus sertifikasi halal.
2.2.1 Klasifikasi UMKM

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021,
UMKM di Indonesia diklasifikasikan menjadi usaha mikro, kecil,
dan menengah berdasarkan skala serta kapasitas usahanya, bukan
jenis bidang industrinya. Pengelompokan ini ‘mengacu pada
definisi resmi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah, yang membagi UMKM ke dalam tiga kategori
utama sesuai karakteristik dan ukuran kegiatan usahanya (UU No.
20 Tahun 2008, Pasal 1). ' '
Jenis-Jenis UMKM:
1. Usaha mikro

Usaha mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh
perorangan atau badan usaha perorang'an dengan skala usaha
yang relatif kecil. Karakteristik usaha mikro umumnya ditandai
dengan keterbatasan modal, penggunaan teknologi yang
sederhana, serta pengelolaan usaha yang masih dilakukan secara
mandiri oleh pemilik usaha. Keberadaan usaha mikro memiliki
peran penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat serta

menciptakan lapangan kerja. Definisi usaha mikro diatur dalam

28



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan diperkuat melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur
kriteria usaha berdasarkan modal usaha dan hasil penjualan
tahunan.
2. Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan maupun cabang
dari usaha menengah maupun usaha besar. Skala operasionalnya
lebih tinggi dibandingkan usaha mikro, baik dari sisi modal,
kapasitas produksi, maupun pengelolaan usaha: Pengertian ini
merujuk pada ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1
serta dipertegas kembali dalam PP No. 7 Tahun 2021 mengenai

kriteria usaha kecil.

3. Usaha Menengah

Usaha ‘Menengah merupakan usaha ekonomi produktif
yang juga berdiri sendiri dengan skala usaha yang lebih besar
dibanding usaha kecil, namun belum termasuk dalam kategori
usaha besar. Pada umumnya, usaha menengah telah memiliki
sistem manajemen yang lébih terstruktur, sumber daya yang lebih
memadai, serta kapasitas produksi yang lebih tinggi. Keberadaan
usaha menengah memiliki kontribusi penting dalam memperkuat
perekonomian nasional melalui peningkatan produktivitas,
penyerapan tenaga kerja, dan pengembangan usaha yang

berkelanjutan.
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2.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan
UMKM

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung
pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Faktor-faktor tersebut
dapat berasal dari dalam maupun luar usaha yang berperan dalam
meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kemampuan
UMKM dalam menghadapi persaingan bisnis. Menurut Hartono
& Hartomo, (2016), modal fnerupakan salah satu faktor penting
yang memengarthi. perkembangan usaha -karena mendukung
kegiatan operasional dan peningkatan kapasitas usaha. Sementara
itu Zaenuri et al.,, (2022) menyatakan bahwa karakteristik
wirausaha, kualitas sumber daya manusia (SDM), dan strategi
pemasaran juga berpengaruh terhadap perkembangan UMKM.
Oleh karena itu, perkembangaﬁ UMKM dapat dipengaruhi oleh
beberapa faktor utama, yaitu -modal wusaha, karak-teristik
wirausaha, kualitas sumber daya manusia (SDM), dan strategi
pemasaran. | |
1. Modal Usaha

Modal usaha merupakan salah satu faktor penting yang
memengaruhi perkembangan UMKM. Modal digunakan untuk
membiayai kegiatan operasional, pembelian bahan baku,
pengembangan produk, serta perluasan usaha. Semakin besar
modal yang dimiliki pelaku usaha, maka semakin besar pula
kemampuan usaha dalam meningkatkan kapasitas produksi dan

penjualan. Penelitian Hartono & Hartomo, (2016), menunjukkan
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bahwa modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap
peningkatan penjualan sebagai indikator perkembangan usaha
UMKM.
2. Karakteristik Wirausaha

Karakteristik wirausaha merupakan sifat, sikap, dan
kemampuan yang dimiliki seorang pelaku usaha dalam mengelola
bisnisnya. Karakteristik tersebut meliputi rasa percaya diri,
keberanian mengambil risiko, kemampuan melihat peluang,
tanggung jawab, komitmen terhadap usaha, serta orientasi pada
masa depan. Karakteristik wirausaha yang baik akan membantu
pelaku UMKM dalam menghadapi tantangan . usaha dan

memanfaatkan peluang untuk mengembangkan

bisnisnya. Penelitian Zaenuri et al., (2022) menunjukkan bahwa
karakteristik wirausaha berpengaruh signifikan = terhadap
perkembangan usaha UMKM. |
3. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan tingkat
kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang
dimiliki oleh pelaku uséha maupun tenaga kerja. SDM yang
berkualitas dapat meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan
efektivitas pengelolaan usaha sehingga mampu mendorong
perkembangan UMKM. Pelaku usaha yang memiliki kemampuan
dan pengetahuan yang baik cenderung lebih mudah beradaptasi
dengan perubahan pasar dan persaingan bisnis. Penelitian Zaenuri

et al., (2022) menunjukkan bahwa kualitas SDM berpengaruh
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signifikan terhadap perkembangan usaha UMKM.
4. Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran merupakan serangkaian kegiatan yang
dilakukan  untuk  memperkenalkan, menawarkan, dan
mendistribusikan produk kepada konsumen. Strategi pemasaran
yang tepat dapat membantu UMKM meningkatkan penjualan,
memperluas pangsa pasar, serta meningkatkan daya saing usaha.
Menurut Indrasari, strategi’ pemasaran dipengaruhi oleh
segmentasi pasar, kebutuhan dan keinginan konsumen, produk,
persaingan, jaringan kerja, serta bauran pemasaran (marketing

mix).

2.3 Konsep Minat

Definisi minat, menurut kamus besar Bahasa Indonesia,
minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau
keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat merupakan sifat
yang relatif menetap pada diri seseorang. Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Minat adalah; faktor intrinsik (dari dalam) Yaitu,
dorongan atau kecendeungan seseorang yang berhubungan
dengan aktivitas itu sendiri yang datang dari dalam diri masing-
masing individu; dan Faktor Ekstrinsik (dari luar) yaitu,
kecenderungan seseorang untuk memilih aktivitas berdasarkan
pengaruh orang lain atau tujuan dan harapan orang lain. Suatu
perbuatan atau kondisi ketertarikan yang dipengaruhi atau
didorong oleh pihak luar. Indikator Minat Menurut Ferdinan

(2014) minat dapat di identifikasikan melalui indikator-indikator;
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minat transaksional, minat referensial, minat preferensial dan
minat eksploratif (Yuniawati, 2023).

Menurut Matondang, (2018) Minat adalah komponen
internal dalam diri individu yang sangat berpengaruh terhadap
tindakannya. Seorang individu akan merasa ingin bahkan perlu
untuk melakukan sesuatu atau mendalami sesuatu jika muncul rasa
tertarik dalam dirinya. Demikian pula yang dikemukakan oleh
Slameto (2003: 180) yaitu: “Minat adalah suatu rasa lebih suka
dan rasa ketertarikan pada suatu hal tanpa ada yang menyuruh.
Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan
antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau
dekat hubungan tersebut, semakin besar minat.

Menurut penelitian Hadi et al., (2023) Dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia arti kata minat adalah kecenderungan hati yang
tinggi terhadap sesuatu, gairah, keiﬁginan. Secara sederhana,
minat (interest) berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi
atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. minat tidak termasuk
istilah populer dalam Psikologi karena ketergantungannya yang
banyak pada faktor-faktor internal laiﬁya seperti: pemusatan
perhatian, keingintahuan, motivasi dan kebutuhan (Subakti et al.,
2021).

Menurut Rokmana et al.,, (2023) minat merupakan
kecenderungan untuk dan menyukai beberapa kegiatan, jika
seseorang berminat terhadap suatu kegiatan maka dia akan

memperhatikan dan mengikuti kegiatan tersebut dengan senang
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(Hendrayanti, 2018). Minat membaca adalah kekuatan yang
mendorong anak agar mereka tertarik, memperhatikan dan
senang pada kegiatan membaca sehingga mereka mau melakukan
kegiatan membaca atas kemauan sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di simpulkan Minat
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian
tujuan pembelajaran. Minat yang kuat dapat membuat seseorang
berusaha dengan gigih dan pantang menyerah dalam menghadapi
suatu tantangan. Jika seorang siswa memiliki minat yang kuat
dalam mempelajari materi pelajaran, maka siswa tersebut akan
cepat memahami dan selalu mengingatnya. Sebaliknya siswa
yang tidak berminat terhadap suatu mata pelajaran, maka ia
memiliki = kecenderungan - untuk . acuh dalam kegiatan

pembelajaran (Rathomi, 2022).

2.3.1 Faktor —Faktor Yang Mempengaruhi Minat

1. Faktor Internal
Faktor internal adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam

dirt bisnis dan “berdampak pada keputusan mereka untuk
mengajukan sertifikasi halal. Berdasarkan penelitian M. S. Halal
et al, (2023) Terdapat tiga aspek utama: pengetahuan,
pemahaman hukum, dan lokasi bisnis. Pertama, pengetahuan
pelaku usaha tentang sertifikasi halal masih rendah. Sebagian
besar pelaku UMKM belum memahami apa itu sertifikasi halal,
manfaatnya, maupun prosedur pengajuannya. Minimnya

pengetahuan ini membuat mereka tidak merasa perlu untuk
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mengurus sertifikasi halal, bahkan beberapa pelaku usaha
beranggapan bahwa sebagai Muslim, makanan yang mereka jual
pasti sudah halal tanpa perlu pembuktian formal.

Selain itu, Faktor internal berasal dari dalam diri pelaku
usaha dan mempengaruhi keputusan mereka dalam mengajukan
sertifikasi halal. Salah satu faktor internal yang mempengaruhi
adalah yang pertama minimnya tingkat literasi pelaku usaha.

Literasi yang rendah menyebabkan pelaku

usaha memiliki ketetbatasan dalam memahami informasi terkait
manfaat, prosedur, dan regulasi sertifikasi halal, sehingga tidak
muncul dorongan atau minat untuk mengurus sertifikasi halal.

Kedua kurangnya sosialisasi dari lembaga terkait.
Minimnya sosialisasi menyebabkan informasi mengenai
kewajiban sertifikasi halal, prosedur pengajuan, serta kemudahan
yang diberikan pemerintah .tidak tersampaikan secara optimal
kepada pelaku usaha. Akibatnya, banyak pelaku UMKM yang
tidak menyadari pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk
kepatuhan terhadap reg-ulasi. yang berlaku. Pemahaman
mengenai regulasi sertiﬁkasi halal juga masih sangat terbatas.
Mayoritas pelaku usaha tidak mengetahui adanya kewajiban
sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam UU No. 33/2014, PP
No. 31/2019, dan PMA No. 20/2021.

Ketiga, lokasi usaha menjadi pertimbangan internal yang
turut memengaruhi minat sertifikasi halal. Banyak pelaku usaha

merasa lokasi dagang mereka sudah strategis dan ramai pembeli,
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sehingga keberadaan sertifikasi halal dianggap tidak berdampak
pada omzet. Mereka juga melihat bahwa lingkungan sekitar
belum banyak yang menggunakan sertifikasi halal, sehingga tidak
merasa tertinggal atau berkewajiban untuk mengikutinya. Selain
itu, konsumen yang datang pun jarang menanyakan aspek
kehalalan sehingga pelaku usaha menganggap sertifikasi halal
tidak mendesak untuk dilakukan.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar
diri pelaku usaha dan berpengaruh terhadap minat mereka dalam
melakukan sertifikasi halal. Berdasarkan hasil penelitian M. S.
Halal et al., (2023) faktor eksternal yang dominan meliputi biaya
sertifikasi halal dan kemudahan prosedur pengajuan.

Pertama, biaya sertifikasi halal menjadi salah satu alasan
pelaku usaha enggan mengurus proses sertifikasi. Baﬁyak pelaku
UMKM tidak mengetahui besaran biaya resminya, namun
mereka berasumsi bahwa biayanya tinggi dan memberatkan.
Setelah mengetahui tarif resmi, sebagian besar tetap merasa
keberatan, sehingga h‘anya berminat mengikuti program
sertifikasi gratis seperti SEHATI. Sementara itu, sebagian kecil
pelaku usaha tetap tidak tertarik meskipun sertifikasi ditawarkan
secara gratis karena merasa produknya sudah pasti halal atau
menganggap sertifikasi tidak penting.

Kedua, prosedur pengajuan sertifikasi halal dinilai rumit

dan tidak praktis. Pelaku usaha mengaku kurang memahami alur
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pendaftaran, dokumen yang diperlukan, hingga proses
verifikasinya. Layanan online yang disediakan pemerintah pun
belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan
kemampuan digital pelaku UMKM. Banyak dari mereka hanya
bersedia mengurus sertifikasi halal jika ada program
pendampingan langsung atau sistem jemput bola yang
memudahkan proses administrasi tanpa harus meninggalkan

usaha.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai  analisis  faktor-faktor yang
mempengaruhi minat sertifikasi halal pada pelaku UMKM di
Kota Banda Aceh telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti
sebelumnya Penulis telah menemukan beberapa penelitian terkait
yang diharapkan dapat ditarik kesimpulan mengenai hasil
penelitian, Persamaan maupun perbedaan dengan penélitian yang
telah diteliti.

Penelitian Rahmanita et al., (2023) yang berjudul Faktor-
Faktor yang Mempengaruhi Minat UMKM dalam Melakukan
Sertifikasi Halal. menggunakan metode kualitatif deskriptif
dengan studi kasus warung nasi di sekitar Universitas Siliwangi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat UMKM dipengaruhi
oleh faktor internal berupa rendahnya pengetahuan dan
pemahaman tentang peraturan sertifikasi halal dan faktor
eksternal berupa biaya sertifikasi dan prosedur yang dianggap

rumit. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis
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dalam hal fokus pada minat UMKM terhadap sertifikasi halal,
tetapi berbeda dalam lokasi dan metode penelitian, di mana
penelitian penulis dilakukan di Kota Banda Aceh dengan
pendekatan kuantitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Erlangga, D., & Patimbangi,
A. (2025) yang berjudul Analisis Minat pelaku UMKM dalam
Menggunakan Sertifikat Halal pada Kecamatan Tanete Riattang
Barat Kabupaten Bone, penelitian ini menggunakan metode
kualitatif deskriptif -dengan teknik pengumpulan data melalui
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa minat UMKM dalam mengajukan sertifikasi
halal dipengaruhi oleh faktor internal termasuk pemahaman,
kesadaran agama, sikap, dan motivasi pelaku usaha, serta faktor
eksternal berupa dukungan pemerintah, akses informasi, biaya
administrasi, -~ pengaruh lingkungaﬁ sosial, dan dorongan
konsumen. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis
terletak pada fokus penelitian pada minat UMKM terhadap
sertifikasi halal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya,
sedangkan perbedaannya terletak péda lokasi penelitian,
pendekatan penelitian, dan konteks sosial regional, di mana
penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone dengan pendekatan
kualitatif, se-dangkan penelitian penulis dilakukan di Kota Banda
Aceh dengan pendekatan dan karakteristik UMKM yang berbeda.

Penelitian Alya et al., (2023) dalam jurnal ini membahas

minat pelaku usaha mikro bidang di DKI Jakarta terhadap
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program sertifikasi halal gratis. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif deskritif di mana data diperoleh melalui teknik
pengumpulan data seperti kuesioner, wawancara, dan observasi
pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat
UMKM dalam melaksanakan sertifikasi halal dipengaruhi oleh
berbagai faktor, baik faktor internal seperti tingkat pengetahuan,
kesadaran agama, sikap, dan persepsi tentang manfaat sertifikasi
halal, maupun faktor eksternal termasuk dukungan pemerintah,
kemudahan prosedur, biaya administrasi, dan pengaruh
lingkungan serta konsumen. Kesamaan penelitian ini dengan
penelitian penulis terletak pada fokus penelitian pada faktor-
faktor yang memengaruhi minat terhadap sertifikasi halal di
UMKM, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian,
metode yang digunakan, dan karakteristik informan, sehingga
memberikan perspektif yang berbeda dalam mempelajari fe-
nomena sertifikasi halal di UMKM.

Penelitian yang di lakukan oleh Sri Ernawati, (2023) yang
berjudul pengaruh label halal dan kesadaran halal terhadap minat
pembelian konsumen pada produk umkm di kota bima. metode ini
menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode
survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa label halal
berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pembelian
produk UMKM di Kota Bima, artinya semakin jelas dan
terpercaya label halal pada produk, semakin tinggi keinginan

konsumen untuk membeli. Sebaliknya, kesadaran halal tidak
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berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian. Persamaan
penelitian ini sama-sama membahas isu halal pada UMKM dan
meneliti faktor-faktor yang memengaruhi minat, khususnya yang
berkaitan dengan sertifikasi halal. sedangkan perbedaannya
terletak pada pembanding meneliti minat konsumen membeli
produk UMKM di Kota Bima dengan metode kuantitatif dan
fokus pada pengaruh label halal serta (Sri Ernawati, 2023)
kesadaran halal, sedangkan penelitianmu meneliti minat pelaku
UMKM di Kota Banda Aceh untuk mengikuti sertifikasi halal
dengan fokus pada faktor internal dan eksternal pelaku usaha,
bukan pada perilaku konsumen.

Penelitian yang di lakukan oleh Aswin, (2023) yang
dilakukan oleh yang berjudul Kesadaran usaha mikro kecil dan
menengah (UMKM) Kota Pangkalpinang terhadap sertifikasi
halal. menggunakan metode kuaiitatif deskriptif melalui
wawancara dan observasi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kesadaran pemilik usaha tentang pentingnya sertifikasi
halal cukup baik. Namun, pengetahuan teknis yang terbatas,
kurangnya sosialisasi pemerintah, bantuan PPH yang terbatas,
persepsi prosedur yang rumit, dan kekhawatiran tentang biaya
merupakan faktor utama yang menyebabkan rendahnya minat
UMKM untuk mendaftar sertifikasi halal. Kesamaan antara
penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian
pada minat dan faktor-faktor yang memengaruhi sertifikasi halal

di kalangan UMKM. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian
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Pangkalpinang dan Kota Banda Aceh, pendekatan metodologis
yang digunakan, dan cakupan analisis. Jurnal ini lebih berfokus
pada tingkat kesadaran dan hambatan dalam penerapan sertifikasi
halal, sementara penelitian penulis berfokus pada analisis yang
lebih spesifik mengenai faktor-faktor penentu minat terhadap
sertifikasi.

Penelitian dari Hidayati, (2024) yang berjudul Persepsi
Konsumen terhadap Produk® Halal dari UMKM: Dampak
terhadap Keputusan. Metode ini menggunakan metode
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan
pembelian konsumen terhadap produk UMKM halal dipengaruhi
oleh tingkat kepercayaan terhadap status halal produk, kualitas,
harga, citra merek, dan faktor emosional. Faktor-faktor ini juga
bervariasi berdasarkan usia, pendidikan, dan latar belakang
agama. Dukungan regulasi dan infréstruktur juga memperkuat
daya saing UMKM halal. Kesamaan jurnal ini dengan penelitian
penulis terletak pada pembahasan isu sertifikasi/produk halal di
UMKM dan faktor-faktor yang memengaruhi minat atau
keputusan, sedangkan ‘perbedaannya' terletak pada objek
penelitian yang berfokus pada konsumen, bukan pelaku UMKM,
lokasi penelitian secara umum di Indonesia, dan fokus variabel
pada keputusan pembelian, sementara penelitian penulis
menekankan minat pelaku UMKM di Kota Banda Aceh dalam
berpartisipasi dalam sertifikasi halal.

Penelitian yang dilakukan oleh Maksudi et al., (2023) yang
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berjudul Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal
dalam Upaya Pemenuhan Kepuasan Konsumen. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis
faktor-faktor yang memengaruhi sertifikasi halal dalam upaya
memenuhi kepuasan konsumen pada usaha air minum isi ulang
kemasan rumahan di Kabupaten Pringsewu. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa seluruh pelaku usaha yang menjadi
informan belum memiliki settifikat halal sehingga sertifikasi
halal belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
kepuasan konsumen. Rendahnya kepemilikan 'sertifikat halal
dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan
pengetahuan dan informasi, kurangnya sosialisasi dan
pendampingan dari pemerintah, keterbatasan modal, rendahnya
kesadaran halal, serta adanya persepsi bahwa sertifikasi halal
belum menjadi kebutuhan yang mendésak. Selain itu, rendahnya
perhatian konsumen terhadap® keberadaan sertifikat halal
menyebabkan pelaku usaha belum terdorong untuk mengurus
sertifikasi halal., Persamaan penelitian ini dengan penelitian
penulis terletak pada pembahasan mengenai faktor-faktor yang
memengaruhi pengurusan sertifikasi halal, khususnya persepsi
bahwa sertifikasi halal belum menjadi kebutuhan yang mendesak,
rendahnya kesadaran halal, serta kurangnya informasi, sosialisasi,
dan pendampingan kepada pelaku UMKM. Adapun
perbedaannya, penelitian ini berfokus pada usaha air minum isi

ulang kemasan rumahan di Kabupaten Pringsewu dengan
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mengaitkan sertifikasi halal terhadap kepuasan konsumen,
sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis faktor-faktor
yang me-mengaruhi minat serta kendala yang dihadapi pelaku
UMKM dalam mengurus sertifikasi halal di Kota Banda Aceh.
Penelitian yang dilakukan oleh Astiwara (2024) yang
berjudul Halal Mandatory for Food Umkm: Readiness and
Adaptation Strategy. menggunakan metode kualitatif deskriptif
untuk menganalisis strategi pendampingan sertifikasi halal bagi
UMKM dalam mendukung implementasi Jaminan Produk Halal.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan memiliki
peran yang penting dalam meningkatkan pemahaman pelaku
UMKM ' mengenai persyaratan, prosedur, dan mekanisme
pengajuan sertifikasi halal. Namun, proses sertifikasi halal masih
menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan
pendampingan, rendahnya literasi pel;dku usaha, kesulitan dalam
penggunaan sistem digital, serta-belum meratanya akses terhadap
layanan sertifikasi halal. Persamaan penelitian ini dengan
penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai ken-dala
yang dihadapi pelaku UMKM dalam proses pengurusan
sertifikasi halal, khususnya terkait keterbatasan pendampingan
dan akses terhadap layanan sertifikasi halal. Adapun
perbedaannya, penelitian ini  berfokus pada strategi
pendampingan dalam implementasi Jaminan Produk Halal,
sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis faktor-faktor

yang memengaruhi minat serta kendala yang dihadapi pelaku
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UMKM dalam mengurus sertifikasi halal di Kota Banda Aceh.

Tabel 2. 1

Tinjauan Penelitian Sebelumnya

No [Nama, Tahun dan
Judul Penelitian

Metode Penelitian

Hasil Penelitian

Ser-tifikat Halal
pada Kecamatan
Tanete Riattang

Barat Kabupaten
Bone,

servasi,
wawancara, dan
dokumentasi.

1. Rahmanita et al., Menggunakan Hasil penelitian
(2023) Faktor- metode kualitatif menunjukkan bahwa
Faktor yang deskriptif minat UMKM
Mempengaruhi dipengaruhi oleh faktor
Minat UMKM internal berupa
dalam Melakukan rendahnya pengetahuan
Sertifi-kasi Halal dan pemahaman

tentang peraturan
sertifikasi halal dan
faktor eksternal berupa
biaya sertifikasi dan
prosedur yang dianggap
rumit.

2. Erlangga, D., & menggunakan Hasil penelitian
Patimbangi, A. metode kualitatif menunjukkan bahwa
(2025) Analisis deskriptif minat UMKM dalam
Minat pelaku dengan teknik mengajukan sertifikasi
UMKM dalam pengum-pulan halal dipengaruhi oleh
Menggunakan data melalui ob- faktor inter-nal termasuk

pemahaman, kesadaran
agama, sikap, dan
motivasi pelaku usaha,
serta faktor eksternal
berupa dukungan
pemerintah, akses
informasi, biaya
administrasi, pengaruh
lingkungan sosial,

dan dorongan
konsumen.
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Alya et al.,
(2023) minat
pelaku usaha
mikro bidang di
DKI Ja-karta
terhadap program
sertifikasi

halal gratis.

menggunakan
metode kualitatif
deskritif

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
minat UMKM dalam
melaksanakan
sertifikasi halal
dipengaruhi oleh
berbagai faktor, baik
faktor internal seperti
tingkat pengetahuan,
kesadaran agama,
sikap, dan persepsi
tentang manfaat
sertifikasi halal,
maupun faktor
eksternal termasuk
dukungan pemerintah,
kemudahan prosedur,
biaya administrasi, dan
pengaruh lingkungan
serta konsumen

Sri Ernawati,
(2023) pengaruh la-
bel halal dan
kesadaran halal ter-
hadap minat
pembelian
konsumen pada
produk umkm di
kota bima

menggunakan
metode
penelitian
kuantitatif
dengan metode
survey

Kesadaran cukup baik,
tetapi pengetahuan
rendah karena kurang
Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
label halal berpengaruh
positif dan signifikan
terhadap minat
pembelian produk
UMKM di Kota Bima,
artinya semakin jelas
dan terpercaya label

'| halal pada produk,

semakin tinggi
keinginan konsumen
untuk membeli.
Sebaliknya, kesadaran
halal tidak berpengaruh
signifikan terhadap
minat pembelian.
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Aswin, (2023) Menggunakan Hasil penelitian
Kesadaran usaha metode menunjukkan bahwa
mikro kecil dan kualitatif kesadaran pemilik usaha
menengah deskriptif me- tentang pentingnya
(UMKM) Kota lalui wawancara sertifikasi halal cukup
Pangkalpinang dan observasi baik. Namun,
terhadap UMKM. pengetahuan teknis yang
sertifikasi halal. terbatas, kurangnya
sosialisasi pemerintah,
bantuan PPH yang
terbatas, persepsi
prosedur yang rumit, dan
kekhawatiran tentang
biaya merupakan faktor
utama yang
menyebabkan rendahnya
minat UMKM untuk
mendaftar sertifikasi
halal.
Hidayati, (2024) menggunakan Hasil penelitian
Persepsi Kon- metode menunjukkan bahwa
sumen terhadap kualitatif. keputusan pembelian
Produk Halal dari konsumen terhadap produk
UMKM: Dampak UMKM halal dipengaruhi
terhadap oleh tingkat kepercayaan
Keputusan. terhadap status halal
produk, kualitas, harga,
citra merek, dan faktor
emosional. Faktor-faktor
ini juga bervariasi
berdasarkan usia,
pendidikan, dan latar
'| belakang agama.
Dukungan regulasi dan
infrastruktur juga mem-
perkuat daya saing
UMKM halal.
Maksudi et al., menggunakan Hasil penelitian
(2023) yang metode menunjukkan bahwa
ber-judul kualitatif seluruh pelaku usaha yang
Faktor-faktor deskriptif menjadi informan belum
Yang memiliki sertifikat halal
Mempengaruhi sehingga sertifikasi halal
Sertifikasi Halal belum memberikan
dalam Upaya pengaruh yang signifikan
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Pemenuhan
Kepua-san
Konsumen.

ter-hadap kepuasan
konsumen. Rendahnya
kepemilikan sertifikat
halal dipengaruhi oleh
berbagai faktor, antara
lain keterbatasan
pengetahuan dan
informasi, kurangnya
sosialisasi dan
pendampingan dari
pemerintah, keterbatasan
modal, rendahnya
kesadaran halal, serta
adanya persepsi bahwa
sertifikasi halal belum
menjadi kebutuhan yang
mendesak.

8. Astiwara,(2024)
Halal
Mandatory for
Food Umkm:
Readiness and
Adaptation
Strategy

menggunakan
metode
kualitatif
deskriptif

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
pendampingan-memiliki
peran yang penting dalam
meningkatkan pemahaman
pelaku UMKM mengenai
per-syaratan, prosedur, dan
mekanisme pengajuan
sertifikasi halal. Namun,
proses sertifikasi halal
masih menghadapi
berbagai kendala, antara
lain keterbatasan
pendampingan, rendahnya
literasi pelaku usaha,

"| kesulitan dalam

penggunaan sistem digital,
serta belum meratanya
akses terhadap layanan
sertifi-

kasi halal.

Sumber: Data Diolah (2026)
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2.5 Kerangka Berpikir

Adapun kerangka befikir dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai
berikut :
Gambar 2. 1
Kerangka Berfikir

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi —) Minat Sertikasi Halal
(Internal dan Eksternal) Pada Pelaku UMKM

Sumber: Data Diolah (2026)

Adapun penjelasan dari kerangka berpikir di atas adalah
bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat sertifikasi halal
pada pelaku UMKM di Kota Banda Aceh terdiri dari faktor internal
dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri pelaku
usaha, seperti pemahaman mengenai sertifikasi halal dan kesadaran
halal. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari lingkungan di
sekitar pelaku usaha, seperti kepercayaan konsumen dan dukungan
pemerintah melalui program sertifikasi halal. Kedua faktor tersebut
menjadi bagian penting dalam melihat kondisi dan pertimbangan

pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal.

48



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, di mana
penelitian kualitatif merupakan data mentah yang berupa
transkrip, catatan lapangan dan pandangan peneliti sendiri;
mengorgan isasikan dan menyiapkan data yang akan dianalisis,
membaca seluruh data, melakukan koding, menyusun lema-tema
dan deskripsi‘data, mengkonstruksi antar tema, inlerprestasi dan
memberimakna tema yang telah tersusun. Penelitian kualitatif ini
untuk mcnemukan yang belum pernah atau belum diketahui
sebelumnya. Dengan metode kualitatif, maka peneliti dapat
menemukan pemahaman Iuas dan mendalam terhadap situasi
sosial yang kompleks, memahami-interaksi dalam situasi sosial
tersebut sehingga dapat ditemukan hipotesis, pola hu‘bungan yang
akhimya dapat. dikembangkan menjadi teori Sugiyono, (2023).
Jenis dan pendekatan penelitian ini digunakan karena mampu
memberikan gambaran yang komprehensif mengenai Faktor-
Faktor Yang Mempengaruhi Minat Sertifikasi Halal Pada Pelaku
UMKM Di Kota Banda Aceh, baik yang ber-sumber dari aspek
pengetahuan, kesadaran halal, kemudahan prosedur, maupun
dukungan ling-kungan dan kebijakan, sehingga dapat dipahami
secara mendalam kondisi, kendala, serta peluang peningkatan

partisipasi UMKM dalam sertifikasi halal.
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3.2 Sumber Data

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari
sumber atau responden. Data primer bisa didapatkan lewat
wawancara langsung maupun wawancara tak langsung, dan
observasi terhadap informan yang terlibat dalam pelaksanaa
minat sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, yaitu pihak LPPOM
MPU Aceh dan LP3H Uin Ar-Raniry Banda Aceh, serta pelaku
UMKM (Arvyanda ét al., 2023).

3.2.2 Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang
diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya,
data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari
sum-ber yang telah ada sebelurhnya, seperti dokumen dan arsip
yang berkaitan dengan pelaksanaa minat sertifikasi halal bagi
pelaku UMKM (Sulung & Muspawi, 2021).
3.3 Teknik Pehgumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang amat
penting dalam metode ilmiah, langkah pertama yang harus
ditempuh dalam pengumpulan data adalah mencari informasi
dari kepustakaan mengenai hal-hal yang ada relevansinya dengan
judul tulisan. Informasi yang relevan diambil sarinya dan dicatat
pada kertu informasi. Disamping mencari informasi dari

kepustakaan, peneliti juga dapat mulai terjun ke lapangan.
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3.3.1 Wawancara

Menurut Daruhadi & Sopiati  (2024), wawancara
merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi
langsung antara peneliti dan partisipan melalui proses tanya
jawab untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.
Wawancara bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang
mendalam mengenai pengalarhan, pandangan, dan perspektif
individu terhadap fenomena yang diteliti (Creswell, 2014).
Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung
dengan pelaku UMKM dan informan terkait untuk memperoleh
informasi mengenai minat terhadap sertifikasi halal, faktor-faktor
yang memengaruhinya, serta kendala yang dihadapi dalam proses
pengurusan sertifikasi halal. Wawancara dilakukan berdasarkan
pedoman | pertanyaan yang telah‘ disiapkan, tetapi tetap
memberikan kesempatan kepada informan untuk memberikan

jawaban dan penjelasan secara lebih luas.

3.3.2 Observasi :

Observasi merupakan teknik rpengumpulan data dengan
cara mengamati secara langsung aktivitas, perilaku, dan interaksi
subjek penelitian di lapangan. Menurut Daruhadi & Sopiati,
(2024). Observasi ini lakukan dengan mengamati secara langsung
kondisi dan aktivitas pelaku UMKM di Kota Banda Aceh yang
berkaitan dengan sertifikasi halal. Observasi bertujuan untuk

memperoleh gambaran mengenai kondisi usaha, proses kegiatan
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usaha, serta keadaan yang berkaitan dengan penerapan sertifikasi

halal pada UMKM.

3.3.3 Dokumentasi

Menurut Putri & Murhayati (2025), dokumentasi
merupakan catatan mengenai peristiwa yang telah berlalu yang
dapat berupa tulisan, gambar, maupun karya tertentu.
Dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi yang
berkaitan dengan fenomena yang diteliti serta sebagai pendukung
dalam proses pengumpulan dan validasi data. Dalam penelitian
ini, dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa foto
kegiatan wawancara, foto tempat usaha dan produk. UMKM,
sertifikat halal yang dimiliki oleh pelaku usaha, serta dokumen
atau data lain yang berkaitan dengan sertifikasi halal.
Dokumentasi tersebut digunakan ;untuk melengkapi dan
memperkuat data yang diperoleh melalui observasi dan

wawancara.

3.4 Subjek dan Objek Penelitian

3.4.1 Subjek Penelitian

Menurut Wijaya et al., (2025), subjek penelitian adalah
sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih
tepat dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang
mengenainya ingin diperoleh keterangan. Dalam penelitian
kualitatif, subjek disebut juga informan, yaitu individu atau

kelompok yang memahami, mengalami, dan terlibat langsung
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dengan peristiwa atau kegiatan yang menjadi fokus penelitian.
Subjek dalam penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh yang menjadi
informan penelitian. Pelaku UMKM dipilih karena merupakan
pihak yang secara langsung terlibat dalam pengambilan
keputusan terkait pengurusan sertifikasi halal bagi produk yang
dihasilkan. Selain pelaku UMKM, penelitian ini juga melibatkan
informan pendukung yang fnemiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan sertifikasi halal, yaitu pihak dari lembaga atau
instansi terkait: Pemilihan informan dilakukan secara purposive
berdasarkan® pertimbangan bahwa informan. memiliki
pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan permasalahan

penelitian.

3.4.2 Objek Penelitian

Objek  penelitian  merupakan suatu kondisi yang
menggambarkan atau menerangkan suatu situasi dari objek yang
akan diteliti unfuk mendapatkan gambaran yang jelas dari suatu
penelitian (Hamidah & Hakim, 2023). Objek penelitian ini adalah
10 pelaku UMKM di Kota Banda Aceh, Ketua LP3H UIN Ar-
Raniry Banda Aceh dan LPPOM MPU Aceh sebagai lembaga

yang berperan dalam proses sertifikasi halal.

3.5 Metode Dan Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan proses yang dilakukan secara

sistematis untuk menelaah dan menata data yang diperoleh

melalui wawancara, observasi, maupun dokumen penelitian.
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Tahapan ini mencakup pengelompokan data ke dalam kategori
tertentu, pemecahan menjadi bagian-bagian kecil, penyusunan
serta penggabungan informasi, pencarian pola, penentuan aspek
penting, penelaahan mendalam, hingga penarikan kesimpulan
agar hasilnya mudah dipahami oleh peneliti dan pembaca. Dalam
penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara induktif dan
berulang, dimulai sejak sebelum terjun ke lapangan, selama
proses pengumpulan data. bérlangsung, hingga setelahnya,
dengan tujuan menggali makna, menemukan pola, serta
menghasilkan teori baru (Qomaruddin & Sa’diyah, 2024).
3.5.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan data yang
dilakukan dengan cara merangkum, memilih, dan memfokuskan
pada aspek-aspek penting dari kumpulan data yang besar dan
kompleks égar lebih jelas serta teratur. Dalam penelitian kualitatif,
tahap ini mencakup penyaringan‘informasi yang dianggap penting,
menarik, dan- relevan dengan fokus penelitian, sekaligus
mengabaikan data yang tidak memiliki keterkaitan langsung.
Melalui proses ini, peneliﬁ dapat mengeﬂali tema atau pola tertentu
yang membantu memperjelas arah analisis data berikutnya
(Sugiyono, 2022)

Pada tahap ini, peneliti menyeleksi, memfokuskan, dan
menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan

kemudian dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan fokus
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penelitian, yaitu faktor-faktor yang memengaruhi minat pelaku
UMKM terhadap sertifikasi halal serta kendala yang dihadapi
dalam proses pengurusannya. Data yang tidak berkaitan dengan
fokus penelitian tidak digunakan, sehingga data yang diperoleh
menjadi lebih terarah dan memudahkan peneliti dalam
melakukan analisis.
3.5.2 Penyajian Data

Menurut Qomaruddin.& Sa diyah (2024), penyajian data
merupakan tahap penting dalam analisis data kualitatif yang
bertujuan untuk mengorganisasikan informasi secara sistematis
agar mudah dipahami. Miles dan Huberman menyatakan bahwa
penyajian data dalam penelitian kualitatif yang paling sering
digunakan adalah teks yang bersifat naratif. Pada tahap ini,
peneliti menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk
uraian narétif, tabel, atau matriks sesuai dengan fokus penelitian.
Data yang disajikan berasal dari‘hasil wawancara, observasi, dan
dokumentasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi minat
pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal serta kendala yang
dihadapi dalam proses péngurusannya. Melalui penyajian data,
peneliti dapat melihat pola, hubungan, dan informasi penting
yang ditemukan di lapangan sehingga memudahkan proses

analisis dan penarikan kesimpulan.

3.5.3 Pengambilan Kesimpulan
Pengambilan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam

proses analisis data yang dilakukan berdasarkan data yang telah
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dikumpulkan, direduksi, dan disajikan. Pada tahap ini, peneliti
berusaha memahami makna dari data yang diperoleh untuk
menemukan hasil penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian.
Dalam penelitian ini, pengambilan kesimpulan dilakukan
berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi
mengenai faktor-faktor yang memengaruhi minat pelaku UMKM
terhadap sertifikasi halal serta kendala yang dihadapi dalam
proses pengurusannya. Kesirhpulan yang diperoleh harus
didasarkan pada data dan temuan yang ada di lapangan, bukan
berdasarkan keinginan atau pendapat pribadi peneliti. Selama
proses penelitian, kesimpulan juga dilakukan verifikasi dengan
meninjau kembali data dan catatan hasil penelitian untuk
memastikan bahwa kesimpulan yang diambil sesuai dengan

temuan yang diperoleh (Qomaruddin & Sa’diyah, 2024).
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh yang
memiliki peran penting sebagai pusat pemerintahan,
perekonomian, pendidikan, sosial, dan budaya. Kota Banda Aceh
terletak di bagian utara Pulau Sumatra dan menjadi salah satu
daerah yang memiliki perkembangan ekonomi yang cukup pesat
di Provinsi Aceh. Sebagai pusat aktivitas masyarakat, Kota Banda
Aceh didukung oleh berbagai sektor ekonomi yang berkontribusi
terhadap pertumbuhan daerah, salah satunya adalah sektor Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Keberadaan UMKM
memiliki peran strategis dalam™ meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui penciptaan lapéngan kerja, peningkatan
pendapatan, serta mendorong -pertumbuhan ekonomi daerah.
Oleh karena itu, UMKM menjadi salah satu sektor yang terus
mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah guna
meningkatkan daya saing dan keberlanju;cain usaha.

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) di Kota Banda Aceh menunjukkan tren yang positif
dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan unit usaha
mencapai 5,2% per tahun. Menurut data pemerintah kota banda
aceh, (2026) Saat ini, tercatat sekitar 15.230 unit UMKM yang
tersebar di berbagai wilayah Kota Banda Aceh. Aktivitas
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ekonomi UMKM paling banyak di Kecamatan Kuta Alam,
Baiturrahman, dan Meuraxa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
daerah. UMKM di Kota Banda Aceh berkembang dalam berbagai
sektor usaha, mulai dari makanan dan minuman yang
mendominasi sebesar 32,83%. Dari sektor mkanan dan minuman
menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran yang signifikan
dalam mendukung aktivitas perekonomian masyarakat. Selain
menjadi sumber pendapatan bégi pelaku usaha, UMKM juga
berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja dan
meningkatkan <kesejahteraan masyarakat. Namun, di tengah
persaingan -usaha yang semakin kompetitif, pelaku UMKM
dituntut untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan
yang dihasilkan serta mampu beradaptasi dengan perkembangan
teknologi digital agar dapat mempertahankan keberlangsungan
dan daya Saing usahanya. ‘

Sebagai daerah yang dikenal dengan penerapan nilai-nilai
syariat Islam, aspek kehalalan suatu produk menjadi hal yang
sangat penting bagi masyarakat Kota Banda Aceh. Kesadaran
masyarakat terhadap pentingnya mengdnsumsi produk halal
mendorong pelaku usaha untuk memberikan jaminan bahwa
produk yang mereka hasilkan telah memenuhi ketentuan halal.
Salah satu bentuk jaminan tersebut adalah melalui kepemilikan
sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai bukti bahwa

suatu
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produk telah memenuhi standar kehalalan, tetapi juga dapat
meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang
dipasarkan. Dengan adanya sertifikasi halal, produk UMKM
memiliki nilai tambah yang dapat meningkatkan daya saing serta
memperluas peluang pemasaran di tingkat lokal maupun nasional.

Berdasarkan kondisi tersebut, pelaku UMKM di Kota
Banda Aceh menjadi objek yang relevan dalam penelitian ini.
Penelitian ini difokuskan . pada analisis faktor-faktor yang
mempengaruhi minat UMKM terhadap sertifikasi halal serta
kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengurusan sertifikat
halal. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi
minat dan kendala yang dihadapi pelaku UMKM, diharapkan
hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas
mengenai_kondist UMKM di Kota Banda Aceh serta menjadi
masukan ‘bagi pihak terkait dalam‘ meningkatkan partisipasi

pelaku UMKM dalam program sertifikasi halal.

4.2 Karakteristik Informan

Karakteristik informan merupakan gambaran mengenai
profil responden yang menjadi sufnber data dalam penelitian ini.
Informan penelitian terdiri atas pelaku usaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM) Kota Banda Aceh serta pthak LPPOM MPU
Aceh dan LP3H UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berperan dalam
proses sertifikasi halal. Pelaku UMKM yang menjadi informan
berasal dari berbagai jenis usaha pada sektor kuliner di Kota

Banda Aceh. Informan yang di pilih merupakan pihak-pihak yang
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di anggap memiliki pengalaman, serta keterlibatan langsung
terhadap permasalahan yang diteliti, khususnya mengenai minat
pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal di Kota Banda Aceh.
Dengan demikian, pemilihan informan tidak dilakukan secara
acak, melainkan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh
peneliti agar data yang diperoleh dapat mendukung proses

analisis penelitian secara optimal.

Kriteria informan dalam pénelitian ini meliputi pelaku
UMKM yang berdomisili di Kota Banda Aceh, memiliki usaha
yang masih aktif dijalankan, serta mengetahui atau pernah
memperoleh informasi mengenai sertifikasi halal. Kriteria
tersebut ditetapkan agar informan yang dipilih benar-benar
memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian sehingga mampu
memberikan data yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain
itu, pelaku UMKM yang dipilih berasal dari latar belakang usaha
yang berbeda-beda, baik dari segi jenis produk, skala usaha,
maupun lokasi usaha. Perbedaan karakteristik tersebut
dimaksudkan untuk memperoleh pandangan yang lebih beragam
terkait minat dan pemahafnan pelaku UMKM terhadap sertifikasi
halal.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan
wawancara secara langsung dan mendalam kepada para informan.
Wawancara dilakukan secara tatap muka agar peneliti dapat
memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai pengalaman,

pemahaman, serta pandangan informan terkait sertifikasi halal.
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Melalui wawancara mendalam, peneliti dapat menggali informasi

secara lebih luas mengenai alasan pelaku UMKM tertarik ataupun

kurang berminat dalam mengurus sertifikasi halal. Selain itu,

wawancara juga dilakukan untuk mengetahui sejauh mana

pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal

bagi keberlangsungan usaha mereka. Berikut adalah profil

informan dalam penelitian ini:

Tabel 4.1

Profil Informan
N Nama Jenis Jenis Lama Status Keterang
0 kelamin usaha usaha | sertifikasi an
halal
1. Welly Laki-laki Mie 20 Belum Pelaku
Leonardi bakso tahun | Bersertifi-| UMKM
kat
2. Riki Laki-laki Kentang | 6 bulan | Belum Pelaku
goreng , Bersertifi | UMKM
kat
3. Apis Laki-laki Usaha | 5tahun | Belum Pelaku
Ayam Bersertifi | UMKM
Goreng kat
Crispy ]
4. Ina Perempuan Ayam 4 tahun Belum Pelaku
' geprek Bersertifi | UMKM
kat
5. Meisya | Perempuan Usaha 3 tahun Belum Pelaku
| kuliner Bersertifi | UMKM
berbasis kat
onine
6. Tatik Perempuan Usaha 5 tahun Sudah Pelaku
Kuliner Bersertifi | UMKM
Rumahan kat
7. Eddy Laki-laki Kuliner 34 Sudah Pelaku
mie tahun | Bersertifi | UMKM
pangsit kat
8. | Warkona | Perempuan | Pecellele | 9 tahun Sudah Pelaku
h Bersertifi | UMKM
kat
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9. Lia Perempuan Usaha 16 Sudah Pelaku
Kuliner tahun | Bersertifi | UMKM
(Mie) kat

10 | Raswan Laki-laki Pecel lele | 6 tahun Sudah Pelaku
Bersertifi | UMKM
kat

11 | Jalaluddi Laki-laki - - - Ketua

n LP3H
UIN Ar-
Raniry
Banda
aceh

12 | Subhan Laki-laki - - Pengaws
: LPPO

MPU

Aceh

Sumber: Data Diolah (2026)

Penulis melakukan wawancara kepada sepuluh pelaku
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak pada
sektor kuliner di beberapa wilayah Kota Banda Aceh dengan
karakteristik usaha yang beybeda—beda. Perbedaan tersebut
meliputi jenis usaha, lama usaha, lokasi usaha, serta status
kepemilikan sertifikasi halal. Pelibatan informan yang beragam
dilakukan agar peneliti memperoleh informasi dan pengalaman
yang lebih luas mengenai minat pelaku UMKM terhadap
sertifikasi halal. Ada beberapa variasi jawaban dari para informan
memberikan gambaran  mengenai tingkat pemahaman,
pandangan, dan pengalaman pelaku usaha dalam memandang
pentingnya sertifikasi halal bagi keberlangsungan usaha mereka.

Keberagaman tanggapan informan juga menunjukkan
adanya perbedaan tingkat kesadaran pelaku UMKM terhadap

sertifikasi halal. Sebagian informan menilai bahwa sertifikasi
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halal memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan
konsumen serta menjadi bentuk jaminan terhadap kualitas dan
kehalalan produk yang dipasarkan. Di sisi lain, terdapat pula
pelaku usaha yang menganggap bahwa sertifikasi halal belum
menjadi kebutuhan yang mendesak karena masyarakat Aceh pada
umumnya telah memiliki kepercayaan terhadap produk yang
dijual oleh pelaku usaha muslim. Selain itu, beberapa informan
mengungkapkan bahwa kuraﬁgnya sosialisasi, keterbatasan
waktu, serta proses administrasi yang dianggap cukup panjang
menjadi faktor.yang mempengaruhi minat pelaku UMKM dalam
mengurus sertifikasi halal.

Sebagai pendukung data penelitian, peneliti juga
melibatkan dua informan ahli yang berasal dari LPPOM MPU
Aceh dan LP3H UIN Ar-Raniry. Kedua informan tersebut
memberikan ‘penjelasan mengenai iorosedur sertifikasi halal,
proses pendampingan halal bagt pelaku UMKM, serta berbagai
kendala yang sering dihadapi dalam pengurusan sertifikasi halal.
Keterlibatan informan ahli bertujuan untuk memberikan
pemahaman yang lebih mendalam 'rhengenai pelaksanaan
sertifikasi halal serta peran lembaga terkait dalam mendukung

pelaku UMKM memperoleh sertifikat halal.

Informasi yang diperoleh dari informan ahli tidak hanya
menjelaskan mengenai prosedur sertifikasi halal secara formal,
tetapi juga memberikan pandangan mengenai kondisi dan tingkat

pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal.
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Keterangan dari informan ahli tersebut menjadi bahan
pembanding terhadap hasil wawancara dengan pelaku UMKM
sehingga data yang diperoleh dalam penelitian ini menjadi lebih
lengkap dan mendalam. Dengan melibatkan pelaku UMKM
sebagai informan utama dan lembaga terkait sebagai informan
pendukung, penelitian ini diharapkan mampu memberikan
gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi minat UMKM térhadap sertifikasi halal di Kota
Banda Aceh.
4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat UMKM
Terhadap Sertifikasi Halal

Minat merupakan kecenderungan seseorang untuk
melakukan suatu tindakan yang terbentuk berdasarkan berbagai
pertimbangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 pelaku
UMKM di Kota Banda Aceh serta pihék LPPOM MPU Aceh dan
LP3H UIN'Ar-Raniry Banda ‘Aceh, ditemukan bahwa minat
pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal berkaitan
dengan faktor internal dan faktor ekstcrnal. Faktor internal
meliputi pemahaman peléku usaha mengénai sertifikasi halal dan
kesadaran halal, sedangkan faktor eksternal meliputi kepercayaan
konsumen dan dukungan pemerintah melalui program sertifikasi
halal. Keempat faktor tersebut menunjukkan peran yang berbeda
dalam mendorong minat pelaku UMKM untuk mengurus
sertifikasi halal. Pembahasan masing-masing faktor tersebut

diuraikan sebagai berikut
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4.3.1 Faktor Internal
1. Pemahaman pelaku usaha tentang sertifikasi halal

Pemahaman pelaku usaha mengenai sertifikasi halal dapat
diartikan sebagai tingkat pengetahuan, kesadaran, dan
kemampuan pelaku UMKM dalam memahami berbagai aspek
yang berkaitan dengan sertifikasi halal. Aspek tersebut meliputi
manfaat sertifikasi halal, prosedur pengajuan, persyaratan yang
harus dipenuhi, serta penerapah sistem jaminan produk halal
dalam kegiatan usaha. Pemahaman mengenai sertifikasi halal
tidak hanya terbatas pada penggunaan bahan baku yang terjamin
kehalalannya, tetapi juga mencakup seluruh rangkaian proses
produksi, mulai dari pengadaan bahan, pengolahan,
penyimpanan, pengemasan, hingga pendistribusian produk
kepada konsumen sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan
demikian,'tingkat pemahaman yang fne-madai akan membantu
pelaku usaha dalam menerapkan standar halal secara konsisten
serta meningkatkan kesiapan mereka dalam mengurus sertifikasi
halal.

Tingkat pemahaman pelaku USah'av memiliki peran yang
penting dalam membentuk minat UMKM untuk memperoleh
sertifikasi halal. Pelaku usaha yang memiliki pengetahuan yang
baik mengenai manfaat dan urgensi sertifikasi halal cenderung
memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk mengajukan
sertifikasi halal bagi produknya. Sertifikasi halal tidak hanya

dipandang sebagai bentuk pemenuhan kewajiban, tetapi juga
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sebagai strategi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen,
memperkuat citra usaha, serta memperluas peluang pasar.
Sebaliknya, keterbatasan informasi mengenai prosedur,
persyaratan, dan manfaat sertifikasi halal dapat menimbulkan
persepsi bahwa proses pengurusan sertifikasi halal bersifat rumit,
membutuhkan biaya yang besar, serta hanya diperuntukkan bagi
usaha dengan skala tertentu. Oleh karena itu, upaya peningkatan
pemahaman melalui kegiataﬁ sosialisasi, edukasi, dan
pendampingan secara berkelanjutan menjadi faktor penting dalam
mendorong minat pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi
halal (Zainarti et al., 2025).

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa Tingkat
pemahaman pelaku usaha mengenai. sertifikasi masih beragam.
Sebagian informan telah memahami bahwa sertifikasi halal tidak
hanya berkaitan dengan penggunaaﬁ bahan baku yang halal,
tetapi mencakup aspek kebersihan, proses pengolahan, serta
kualitas produk yang dihasilkan. Beberapa UMKM juga menilai
bahwa keberadaan sertifikat halal mampu meningkatkan
kepercayaan konsumen dan memberikan'hilai tambah bagi usaha
yang dijalankan.

Bapak Eddy selaku pemilik UMKM Mie Ete menyatakan
“bahwa sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan
penggunaan bahan baku yang halal, tetapi juga mencakup aspek
kebersihan, proses pengolahan, dan kualitas produk yang

dihasilkan. Sebelum memperoleh sertifikat sering menanyakan
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kepastian status kehalalan produk yang dijual sehingga sertifikat
halal dianggap penting untuk meyakinkan konsumen.”

Temuan tersebut sejalan dengan hasil wawancara bersama
Ibu Lia selaku pemilik UMKM Mie Baisan. Informan memiliki
pemahaman bahwasnya “sertifikasi halal dilakukan melalui
beberapa tahap proses pemeriksaan dan verifikasi terhadap
bahan baku serta proses produksi secara menyeluruh agar dapat
menjamin kehalalan produk.” A

Bapak Raswan selaku pemilik usaha Nasi Uduk dan Pecel
Lele menyatakan bahwasanya “sertifikasi halal merupakan bukti
bahwa produk yang dipasarkan telah memenuhi standar
kehalalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjadi
salah satu bentuk kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi
pemerintah. Pemahaman tersebut diperoleh melalui kegiatan
sosialisasi dan pendampingan yang a;iselenggamkanroleh pihak
terkait, sehingga informan memiliki penge-tahuan yang lebih
baik mengenai tujuan, manfaat, serta prosedur sertifikasi halal”.

Tingkat pemahaman yang baik mengenai sertifikasi halal
juga ditunjukkan oleh Ibu Warkona daﬁ vMeisya. Ibu Warkona
selaku pemilik usaha Pecel Lele dan Meisya selaku pelaku usaha
Meisses Dessert menunjukkan bahwasanya tingkat pemahaman
mengenai sertifikasi halal. Kedua informan memandang
“sertifikat halal sangat di perlukan sebagai bukti resmi yang
menunjukkan bahwa produk yang dijual telah memenuhi

ketentuan halal yang berlaku. sertifikasi halal tidak hanya
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berkaitan dengan penggunaan bahan baku yang halal, tetapi juga
mencakup serangkaian proses pemeriksaan dan verifikasi
terhadap seluruh tahapan produksi, mulai dari pengolahan,
penyimpanan, pengemasan, hingga pendistribusian produk”

Namun demikian, tidak seluruh pelaku UMKM memiliki
tingkat pemahaman yang sama mengenai sertifikasi halal.
Beberapa informan, seperti Bang Riki, Bang Apis, dan Kak Ina,
mengaku masih memiliki. keferbatasan pengetahuan terkait
manfaat, prosedur, dan persyaratan dalam pengurusan sertifikasi
halal. Informan menyatakan bahwa mereka belum memperoleh
informasi yang memadai mengenai proses sertifikasi halal
sehingga belum memiliki rencana yang pasti untuk mengurus
sertifikat halal bagi usahanya. Selain itu, beberapa informan
beranggapan bahwa ketiadaan sertifikat halal belum memberikan
dampak yang' signifikan terhadap kebérlangsungan usaha karena
konsumen belum pernah mempettanyakan status sertifikasi halal
produk yang dijual dan jumlah pelanggan cenderung stabil.

Hasil wawancara dengan pelaku UMKM tersebut sejalan
dengan informasi yang diperoleh dari piﬁak LPPOM MPU Aceh.
Berdasarkan hasil wawancara, pihak LPPOM MPU Aceh
menjelaskan bahwa tingkat pemahaman pelaku UMKM
mengenai sertifikasi halal masih beragam. Masih terdapat pelaku
usaha yang beranggapan bahwa produk yang dipasarkan di Aceh
telah terjamin kehalalannya karena mayoritas masyarakat

beragama Islam, sehingga sertifikasi halal belum dianggap
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sebagai kebutuhan yang mendesak. Padahal, sertifikasi halal tidak
hanya berkaitan dengan kehalalan bahan baku, tetapi juga
mencakup seluruh proses produksi, penyimpanan, pengemasan,
hingga distribusi produk kepada konsumen.

Senada dengan hal tersebut, ketua LP3H UIN Ar-Raniry
Banda Aceh menyampaikan bahwa keterbatasan informasi dan
minimnya pemahaman pelaku usaha mengenai prosedur serta
manfaat sertifikasi halal masih rhenj adi salah satu kendala dalam
meningkatkan jumlah UMKM bersertifikat halal. Menurut pihak
LP3H, pelaku usaha yang telah memperoleh “sosialisasi dan
pendamp-ingan cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik
serta menunjukkan minat yang lebih tinggi untuk mengurus
sertifikasi halal dibandingkan pelaku usaha yang belum
mendapatkan pendampingan.

Berdasarkan hasil wawancara déngan pelaku UMKM serta
informasi yang diperoleh dari pihak LPPOM MPU Aceh dan
LP3H UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dapat dianalisis bahwa
pemahaman pelaku usaha merupakan salah satu faktor internal
yang berperan dalam merhengaruhi mun;cﬁlnya minat seseorang
untuk melakukan suatu tindakan. Dalam konteks sertifikasi halal,
pelaku usaha seharusnya memiliki pemahaman yang memadai
mengenai konsep, manfaat, persyaratan, prosedur, serta ketentuan
yang mengatur sertifikasi halal. Pemahaman tersebut penting agar
pelaku usaha tidak hanya memandang sertifikasi halal sebagai

kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk jaminan
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kehalalan produk yang mampu meningkatkan kepercayaan
konsumen, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya
saing usaha. Namun, fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan
bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki
pemahaman yang kom-prehensif mengenai sertifikasi halal.
Sebagian pelaku usaha masih menganggap bahwa produk yang
dipasarkan telah diyakini halal oleh masyarakat sehingga
sertifikasi halal belum menjadi pﬁoritas. Hasil penelitian ini juga
menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang memiliki pemahaman
yang baik mengenai manfaat dan prosedur sertifikasi halal
cenderung memiliki minat yang lebih tinggi untuk mengurus
sertifikasi halal. Sebaliknya, pelaku usaha yang memiliki
pemahaman terbatas masih. menunjukkan minat yang rendah
karena belum memahami manfaat strategis yang dapat diperoleh
dari kepefnilikan sertifikat halal. Oléh karena itu, peningkatan
pemahaman melalui sosialisasi; edukasi, dan pendampingan
secara berkelanjutan menjadi langkah yang penting untuk
meningkatkan minat pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi
halal, | -

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Rahmanita et al. (2023) yang menunjukkan bahwa
tingkat pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha menjadi salah
satu faktor yang memengaruhi minat UMKM dalam mengurus
sertifikasi halal. Penelitian tersebut menemukan bahwa

rendahnya pemahaman mengenai peraturan dan prosedur
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sertifikasi halal menyebabkan sebagian pelaku usaha belum
memiliki minat yang tinggi untuk mengajukan sertifikasi halal.
Temuan tersebut menguatkan hasil penelitian ini bahwa tingkat
pemahaman pelaku usaha memiliki peran yang penting dalam
membentuk minat UMKM untuk mengurus sertifikasi halal.
Pelaku usaha yang memahami manfaat, persyaratan, dan prosedur
sertifikasi halal cenderung memiliki keyakinan yang lebih besar
untuk mengajukan sertifikasi haial, sedangkan pelaku usaha yang
memiliki keterbatasan pemahaman cenderung menunda atau
belum memiliki minat untuk mengurus sertifikasi halal. Dengan
demikian, penelitian ini semakin mempertegas bahwa pening-
katan pemahaman pelaku usaha melalui sosialisasi, edukasi, dan
pendampingan merupakan upaya yang penting dalam mendorong
minat UMKM terhadap sertifikasi halal.

2. Kesadaran halal ‘

Kesadaran halal merupakan tingkat pemahaman individu
terhadap konsep halal serta penerapannya dalam kehidupan
sehari-hari, khususnya dalam mengonsumsi dan memproduksi
suatu produk. Kesadaran ini menca'kup' pengetahuan mengenai
produk yang diperbolehkan menurut syariat Islam, proses
produksi yang sesuai dengan ketentuan halal, serta prinsip-prinsip
halal yang harus dipenuhi. Dalam konteks konsumsi dan
produksi, kesadaran halal menjadi faktor penting yang
mendorong individu untuk memastikan bahwa produk yang

dikonsumsi maupun dihasilkan telah memenubhi standar kehalalan
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yang ditetapkan dalam Islam. Semakin tinggi tingkat pemahaman
seseorang mengenai konsep, proses, dan prinsip halal, maka
semakin besar kecender-ungannya untuk bersikap selektif dalam
memilih maupun menghasilkan produk yang halal. Selain itu,
kesadaran halal juga dapat diartikan sebagai tingkat pengetahuan
seseorang terhadap aspek-aspek kehalalan suatu produk. Adapun
indikator kesadaran halal meliputi pemahaman mengenai
pentingnya proses penyembelihan hewan sesuai syariat Islam,
pemahaman terhadap konsep halal, pengetahuan bahwa halal
tidak hanya terbatas pada proses penyembelihan hewan,
pemahaman mengenai konsep halalan thayyiban, serta kesadaran
bahwa mengonsumsi makanan halal meru-pakan suatu hal yang
penting.(Sri Ernawati, 2023) ,

Dalam konteks UMKM, Kesadaran halal dapat diartikan
sebagai ti‘ngkat pemahaman dan képedulian pelaku UMKM
terhadap penerapan prinsip-prinsip kehalalan dalam kegiatan
usahanya. Kesadaran tersebut mencakup pemahaman mengenai
penggunaan bahan baku yang halal, proses produksi yang sesuai
dengan syariat Islam, serta pengelolaéh produk pada tahap
penyim-panan, pengemasan, dan distribusi. Bagi pelaku UMKM,
kesadaran halal memiliki peran yang penting karena dapat
memengaruhi komitmen dalam menjaga kualitas dan kehalalan
produk yang dihasilkan. Tingginya tingkat kesadaran halal akan
mendorong pelaku usaha untuk lebih memper-hatikan aspek

jaminan kehalalan produk, termasuk melalui pengurusan
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sertifikasi halal. Dengan demikian, kesadaran halal menjadi salah
satu faktor yang dapat meningkatkan minat pelaku UMKM untuk
memperoleh sertifikasi halal sebagai bentuk kepatuhan terhadap
ketentuan syariat, peningkatan kepercayaan konsumen, serta
upaya memperkuat daya saing dan memperluas akses pasar.

Berdasarkan hasil wawancara Bersama Bapak Welly
Leonardi selaku pemilik bakso kojek menunjukkan tingkat
kesadaran halal yang cukup. baik dalam menjalankan usahanya.
Pak Welly menyatakan bahwa “ia memahami bahwa makanan
halal tidak hanya terbatas pada penggunaan bahan baku yang
diperbolehkan dalam Islam, tetapi juga mencakup aspek
penyimpanan bahan, pemilihan pemasok bahan baku, serta
proses pengolahan yang terhindar dari kontaminasi bahan non
halal. Selain itu, informan memiliki komitmen untuk menjaga
kehalalan produk yang dipasarkan dan menyatakan keinginan
untuk mengurus sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan
kehalalan produk kepada konsumen.”

Selanjutnya, Kak Ina selaku pemilik ayam geprek telah
memiliki kesadaran terhadap pentingﬁYa menjaga kehalalan
produk yang dipasarkan meskipun belum memiliki pemahaman
yang mendalam mengenai sertifikasi halal. Informan menekankan
pentingnya menjaga kualitas produk dan memastikan bahwa
makanan yang dijual diproduksi dengan cara yang baik serta
menggunakan bahan yang layak untuk dikonsumsi. Informan juga

meyakini bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi prinsip
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kehalalan karena proses pembuatannya dilakukan secara hati-hati
dan sesuai dengan makanan yang layak dikonsumsi oleh dirinya

sendiri maupun konsumen. Hal tersebut

yang kuat untuk mengurus sertifikasi halal.

Selanjutnya berbeda dari hasil wawancara bersama Bang
Apis menunjukkan tingkat kesadaran halal yang relatif rendah
terkait pentingnya sertifikasi halal. Informan mengakui bahwa
dirinya masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai
fungsi dan manfaat sertifikasi halal bagi usaha yang dijalankan.
Selain itu, informan beranggapan bahwa keberadaan sertifikat
halal belum menjadi kebutuhan yang mendesak karena mayoritas
masyarakat Aceh telah memiliki kepercayaan bahwa produk
makanan yang dijual oleh pelaku usaha muslim pada umumnya
telah memenuhi ketentuan halal. Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa persepsi lingkungan. sosial turut memengarﬁhi tingkat
kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal
sebagai bentuk jaminan kehalalan produk.

Pihak LPPOM MPU Aceh menjelaskan bahwa tingkat
kesadaran halal di kalangan pelaku’ UMKM Kota Banda Aceh
masih menunjukkan variasi. Informan menjelaskan bahwa
sebagian pelaku usaha masih beranggapan bahwa produk yang
dipasarkan telah diyakini halal oleh masyarakat karena berada di
lingkungan yang mayoritas penduduknya beragama Islam.
Persepsi tersebut menyebabkan sertifikasi halal belum dipandang

sebagai kebutuhan yang mendesak oleh sebagian pelaku usaha.

74



Selain itu, masih terdapat pelaku UMKM yang menganggap
bahwa penggunaan bahan baku halal sudah cukup untuk
menjamin kehalalan produk tanpa perlu dibuktikan melalui
sertifikasi halal secara resmi. Menurut pihak LPPOM MPU Aceh,
kondisi tersebut menunjukkan pentingnya upaya sosialisasi dan
edukasi yang berkelanjutan agar pelaku usaha memiliki pema-
haman yang lebih komprehensif mengenai sertifikasi halal
sebagai bentuk jaminan . kéhalalan produk yang dapat
dipertanggungjawabkan kepada konsumen sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan Dr. Jalaluddin selaku Ketua LP3H
UIN Ar-Raniry Banda Aceh, diketahui bahwa tingkat kesadaran
halal di kalangan pelaku UMKM menunjukkan perkembangan
yang cukup positif. Informan’ menjelaskan bahwa pada awalnya
sebagian pelaku usaha beranggapan Bahwa produk yang mereka
hasilkan telah memenuhi ketentuan halal karena diproduksi dalam
lingkungan masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Namun,
pemahaman tersebut mastih terbatas pada aspek penggunaan
bahan baku yang halal dan belum r’nenéakup pemahaman yang
komprehensif mengenai prinsip halalan thayyiban, termasuk
aspek kebersihan, keamanan, serta proses produksi yang sesuai
dengan ketentuan syariat Islam. Melalui kegiatan edukasi,
sosialisasi, dan pendampingan yang dilakukan oleh LP3H,
pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya jaminan

produk halal semakin meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa
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peningkatan kesadaran halal berperan dalam mendorong pelaku
usaha untuk lebih memperhatikan aspek kehalalan produk dan
menumbuhkan minat untuk mengurus sertifikasi halal sebagai
bentuk jaminan kehalalan serta upaya meningkatkan kepercayaan
konsumen terhadap produk yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM serta
informasi yang diperoleh dari pihak LPPOM MPU Aceh dan
LP3H UIN Ar-Raniry Banda AAceh, dapat di Analis bahwa
kesadaran halal merupakan salah satu faktor internal yang dapat
memengaruhi minat pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi
halal. Kesadaran halal mencerminkan tingkat kepedulian dan
komitmen pelaku usaha dalam memastikan bahwa produk yang
dihasilkan memenuhi prinsip-prin-sip kehalalan sesuai dengan
ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu, pelaku UMKM
sehamsnyé tidak hanya berorientasi pada penggunaan bahan baku
yang halal," tetapi juga memahami bahwa kehalalan produk
mencakup seluruh proses produksi, penyimpanan, pengemasan,
hingga pendis-tribusian produk sesuai dengan konsep halalan
thayyiban. Fenomena yang terjadi saat 1n1 menun-jukkan bahwa
tingkat kesadaran halal di kalangan pelaku UMKM masih
beragam. Sebagian pelaku usaha telah menyadari pentingnya
menjaga kehalalan produk sebagai bentuk tanggung jawab kepada
konsumen, namun masih terdapat pelaku usaha yang beranggapan
bahwa penggunaan bahan baku halal atau status sebagai pelaku

usaha muslim sudah cukup untuk menjamin kehalalan produk
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sehingga sertifikasi halal belum dipandang sebagai kebutuhan
yang mendesak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku
UMKM yang memiliki kesadaran halal yang lebih baik cenderung
memiliki komitmen yang lebih tinggi untuk menjaga kehalalan
produk dan menunjukkan minat yang lebih besar dalam mengurus
sertifikasi halal. Sebaliknya, pelaku usaha yang ting-kat
kesadaran halalnya masih rendah cenderung belum memandang
sertifikasi halal sebagai bagianA penting dalam pengembangan
usahanya. Dengan demikian, peningkatan kesadaran halal melalui
edukasi, sosialisasi, ‘dan pendampingan secara berkelanjutan
menjadi upaya yang penting untuk mendorong minat pelaku
UMKM ‘dalam mengurus sertifikasi halal serta meningkatkan
daya saing produk di pasar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Aswin (2023) yang méngkaji kesadaran UMKM
terhadap sertifikasi halal di Kota Pangkalpinang. Penelitian
tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha pada umumnya telah
memiliki kesadaran yang cukup baik mengenai pentingnya
sertifikasi halal, meskiphn masih 'dihédapkan pada berbagai
kendala, seperti keterbatasan pengetahuan teknis, kurangnya
sosialisasi, serta anggapan bahwa prosedur sertifikasi halal relatif
rumit. Temuan tersebut menguatkan hasil penelitian ini bahwa
tingkat kesadaran halal merupakan salah satu faktor yang
memengaruhi minat pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi

halal. Pelaku usaha yang memiliki kesadaran halal yang baik
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cenderung lebih memahami pentingnya menjaga kehalalan
produk secara menyeluruh dan memiliki komitmen yang lebih
besar untuk memperoleh sertifikasi halal. Sebaliknya, pelaku
usaha yang tingkat kesadaran halalnya masih rendah cenderung
menganggap penggunaan bahan baku halal telah cukup tanpa
perlu memperoleh sertifikasi halal sebagai bukti resmi kehalalan
produk. Dengan demikian, penelitian ini semakin mempertegas
bahwa peningkatan kesadaran hélal melalui edukasi, sosialisasi,
dan pendampingan . merupakan upaya yang penting dalam
meningkatkan minat UMKM untuk mengurus sertifikasi halal.
4.3.2 Faktor Eksternal
1. Dukungan pemerintah melalui program sertifikasi halal

Dukungan pemerintah ~merupakan salah satu faktor
eksternal 'yang memiliki peran penting dalam meningkatkan
minat pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk
mengurus sertifikasi halal. Melalui Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal (BPJPH), pemerintah terus berupaya
memperluas akses layanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha,
khususnya sektor usaha mikro dan kécil, melalui berbagai
kebijakan dan program fasilitasi. Upaya tersebut merupakan
bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat implementasi
jaminan produk halal sekaligus meningkatkan daya saing UMKM
di tingkat nasional maupun internasional.

Salah satu bentuk dukungan pemerintah diwujudkan

melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATTI). Pada tahun
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2026, BPJPH menargetkan pemberian sebanyak 1,35 juta
sertifikat halal gratis kepada pelaku usaha mikro dan kecil di
seluruh Indonesia. Program ini dirancang untuk memberikan
kemudahan akses sertifikasi halal, terutama bagi pelaku usaha
yang memiliki keterbatasan sumber daya dan kemampuan
finansial dalam mengurus sertifikasi halal secara mandiri.

Pelaksanaan program SEHATI tidak hanya bertujuan untuk
memenuhi ketentuan regulasi tefkait jaminan produk halal, tetapi
juga diarahkan untuk'meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan
daya jual produk UMKM. Melalui kepemilikan sertifikat halal,
pelaku usaha diharapkan dapat memperluas jangkauan pasar,
meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperkuat posisi
produk halal Indonesia di. pasar domestik maupun global.
Program ini juga mencerminkan sinergi antara pemerintah pusat,
pemerintah daerah, dan berbagai perﬁangku kepentingan dalam
membangun ekosistem halal yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain memberikan fasilitasi pembiayaan, pemerintah juga
terus memperkuat kegiatan ~ sosialisasi, edukasi, dan
pendampingan melalui kerja sama deﬁgan berbagai lembaga
terkait, termasuk Lembaga Pendamping Proses Produk Halal
(LP3H). Dukungan tersebut diharapkan dapat peningkatan
jumlah UMKM bersertifikat halal di Indonesia.

Salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam
meningkatkan jumlah UMKM bersertifikat halal adalah melalui

penerapan skema sertifikasi halal jalur self declare. Skema ini
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ditujukan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi
kriteria tertentu, di mana pelaku usaha dapat menyatakan sendiri
kehalalan produknya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Meskipun menggunakan mekanisme pernyataan mandiri, proses
sertifikasi tetap dilakukan melalui tahapan pendampingan,
verifikasi, dan validasi oleh Pendamping Proses Produk Halal
(PPH) yang berasal dari Lembéga Pendamping Proses Produk
Halal (LP3H). Pendamping PPH berperan dalam memberikan
edukasi, membantu pelaku wusaha melengkapi dokumen
persyaratan, memastikan penerapan Sistem Jaminan Produk
Halal (SJPH), serta melakukan verifikasi terhadap bahan baku
dan proses produksi yang digunakan. Sementara itu, untuk
produk dengan bahan baku' dan proses produksi yang lebih
kompleks,‘ pemeriksaan ke-halalan‘ dilakukan ~melalui jalur
reguler oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), salah satunya
LPPOM. Dengan demikian, keberadaan LP3H dan LPPOM
memiliki peran strategis dalam men-dukung penyelenggaraan
sertifikasi halal yang kredibel, akuntabélv, serta mudah diakses
oleh pelaku UMKM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku UMKM,
diketahui bahwa dukungan pemerintah dan program sertifikasi
halal menjadi salah satu faktor yang memengaruhi minat pelaku
usaha dalam mengurus sertifikasi halal. Sebagian besar pelaku

UMKM menilai bahwa berbagai program fasilitasi yang
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diberikan pemerintah, seperti Program Sertifikasi Halal Gratis
(SEHATI) serta kemudahan pengurusan melalui skema self
declare berperan penting dalam meningkatkan minat pelaku
usaha karena mampu mengurangi beban biaya, memberikan
kemudahan akses layanan, serta membantu pelaku usaha
memahami prosedur sertifikasi halal.

Ibu warkona selaku pemilik UMKM pecel lele
menyampaikan bahwasanyaf‘prbgram sehati dan pendampingan
dari petugas sangat membantu proses pengurusan sertifikasi
halal. Meskipun terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui,
seperti wawancara, dokumentasi, dan verifikasi produk, proses
tersebut ‘tidak di rasakan sulit karena adanya pendampingan
secara langsung dari petugas terkait dan banyak UMKM yang
tidak mengurus sertifikasi halal karena kurang nya so-sialisasi
serta ketidaktahuan mengenai proseditr pendaftaran.”

Temuan serupa disampaikan oleh Ibu Tatik selaku pemilik
usaha Dapur Kita menyatakan bahwa “proses pengurusan
sertifikasi halal menjadi lebih mudah karena memperoleh bantuan
dan arahan dari pihak terkait selama présés pengajuan. Sebelum
mengurus sertifikasi halal, ibu tatik mengaku sudah memiliki
keinginan untuk mendaftarkan produknya, namun keterbatasan
informasi mengenai mekanisme pendaftaran menyebabkan
rencana tersebut sempat tertunda.

Selanjutnya bapak eddy selaku pemilik UMKM mie ette

menjelaskan bahwa “sosialisai dan pendapingan memiliki peran
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penting dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha
mengeanai manfaat dan prosedur sertifikasi halal. Menuerutnya
bahwa informasi yang memandai dapat membantu pelaku usaha
memahami pentingnnya sertifikasi halal, tidak hanya sebagai
bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai Upaya
meningkatkan kualitas dan daya saing usaha.

Menurut Bapak Welly Leonardi selaku pemilik usaha
Bakso Kojek menyampaikan bahwa “hingga saat ini usahanya
belum memiliki sertifikasi halal. pak welly menjelaskan bahwa
hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan informasi mengenai
prosedur pengurusan serta belum adanya pihak yang datang
memberikan sosialisasi atau pendampingan langsung ke tempat
usahanya, sehingga ia masih  kebingungan dalam mencari
informasi_ terkait proses pengajuan sertifikasi halal. Meskipun
demikian, 'informan vang bukan bei;agama Islam_menyatakan
tetap memiliki keinginan yang ‘kuat untuk mengurus sertifikasi
halal karena menilai hal tersebut penting untuk meningkatkan
kepercayaan konsumen dan memperluas pasar usahanya. Oleh
karena itu, informan berhamp pemerinfah dan lembaga terkait
dapat meningkatkan sosialisasi serta memperluas jangkauan
informasi agar pelaku UMKM lebih mudah memahami dan
mengakses layanan sertifikasi halal.

Selanjutnya meisya pelaku usaha kuliner berbasis online
mahasiwa dari ekonomi syariah letting 23 menyampaikan bahwa

“kemudahan akses informasi melalui media digital serta adanya
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sosialisasi dari berbagai pihak telah meningkatkan pengetahuan
tentang pentingnya sertifikasi halal. Meskipun demikian, meisya
hingga saat ini belum memiliki sertifikat halal Meisya menilai
bahwa keberadaan program pemerintah dan pendampingan yang
berkelanjutan dapat mendorong lebih banyak pelaku UMKM
untuk mengurus sertifikasi halal, serta berharap agar proses
pengurusannya dapat dibuat lebih sederhana agar tidak
menyulitkan pelaku usaha yang fngin mendaftar.

Sementara itu, beberapa pelaku usaha lain yang juga belum
memiliki sertifikat halal, yaitu Bang Riki, Bang Apis, dan Kak
Ina, menyatakan bahwasanya ‘masih mengalami keterbatasan
informasi  terkait prosedur, persyaratan, dan mekanisme
pengurusan  sertifikasi halal. “Informan menyatakan bahwa
mereka belum memperoleh sosialisasi yang memadai sehingga
belum memiliki rencana yang pasti untuk mengajukan sertifikasi
halal.”

Pihak pengawas LPPOM MPU  Aceh menjelaskan bahwa
dukungan pemerintah melalui berbagai program sertifikasi halal
menjadi salah satu faktor eksternal- yarigv berpengaruh terhadap
meningkatnya minat pelakun UMKM dalam mengurus sertifikasi halal.
Hal tersebut ditunjukkan oleh kecenderungan meningkatnya jumlah
pelaku UMKM yang mengajukan sertifikasi halal se-tiap tahunnya
berdasarkan pengamatan informan. pak subhan, berbagai bentuk
dukungan pemerintah, seperti pelaksanaan Program Sertifikasi Halal
Gratis (SEHATI), fasilitasi pem-biayaan, kegiatan sosialisasi,

pelatihan, serta pendampingan oleh Pendamping Proses Produk Halal
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(PPH), telah membantu pelaku usaha dalam memahami pentingnya
sertifikasi halal dan mempermudah proses pengajuannya. Selain itu,
pendampingan yang diberikan dinilai efektif da-lam mengatasi berbagai
kendala yang dihadapi pelaku UMKM, seperti keterbatasan informasi,
persepsi mengenai tingginya biaya, dan anggapan bahwa prosedur
sertifikasi halal rumit. Oleh karena itu, pihak LPPOM MPU Aceh
menilai bahwa optimalisasi program pemerintah, disertai dengan
peningkatan intensitas sosialisasi dan pendampingan, dapat mendorong
semakin banyak pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi halal.

Senada dengan hal tersebut, Ketua LP3H UIN Ar-Raniry
Banda Aceh’ menyampaikan bahwa pendampingan yang
dilakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH) memiliki
peran strategis dalam mendukung keberhasilan program
sertifikasi halal bagi UMKM. Menurut ketua LP3H pak jalal,
pelaku usaha yang memperoleh sosialisasi dan pendampingan
cenderung lebih me mahami manfaat sertifikasi halal serta
menunjukkan minat yang lebih tinggi untuk mengajukan
sertifikasi halal dibandingkan pelaku usaha yang belum
mendapatkan pendampingan. Pendampingan tersebut meliputi
edukasi mengenai prosedur sértiﬁkasi, bantuan pengisian
dokumen, veri-fikasi bahan baku, hingga pendampingan selama
proses pengajuan sertifikasi halal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan
pelaku UMKM, pengawas LPPOM MPU Aceh, serta Ketua
LP3H UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dapat di Analisis bahwa

dukungan pemerintah merupakan salah satu faktor eksternal yang
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berperan dalam memengaruhi minat pelaku UMKM untuk
mengurus sertifikasi halal. Dukungan tersebut dapat diwujudkan
melalui penyusunan kebijakan, penyediaan program fasilitasi,
sosialisasi, edukasi, pendampingan, serta kemudahan akses
layanan sertifikasi halal. Oleh karena itu, pemerintah memiliki
peran yang strategis dalam menciptakan lingkungan yang mampu
mendorong pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal.
Fenomena yang terjadi saat.ini fnenunjukkan bahwa pemerintah
terus memperkuat implementasi program sertifikasi halal melalui
berbagai kebijakan, seperti Program Sertifikasi Halal Gratis
(SEHATI), skema self declare, serta pendampingan oleh
Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Meskipun demikian,
pelaksanaan program tersebut belum sepenuhnya
menjangkauseluruh pelaku UMKM sehingga masih terdapat
pelaku usaha yang mengalami keterbatasan infor-masi, belum
memperoleh sosialisasi, dan “belum memahami  mekanisme
pengurusan sertifikasi halal. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa dukungan pemerintah melalui program sertifikasi halal,
sosialisasi, dan pendampingan mer’nb’erikéh pengaruh yang positif
terhadap minat pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal.
Pelaku usaha yang memperoleh informasi dan pen-dampingan
cenderung lebih memahami manfaat serta prosedur sertifikasi
halal dan menunjukkan minat yang lebih tinggi untuk mengajukan
sertifikasi halal dibandingkan pelaku usaha yang belum

memperoleh dukungan tersebut. Dengan demikian, optimalisasi
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program  pemerintah  melalui  per-luasan  sosialisasi,
pendampingan, dan kemudahan akses layanan menjadi upaya
yang penting da-lam meningkatkan minat UMKM untuk
mengurus sertifikasi halal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Erlangga dan Patimbangi (2025) yang
menunjukkan bahwa dukungan pemerintah, akses informasi,
serta pelaksanaan sosialisasi mérupakan faktor eksternal yang
berpengaruh terhadap minat pelaku UMKM dalam mengajukan
sertifikasi halal: Penelitian tersebut menjelaskan bahwa dukungan
pemerintah -berperan penting dalam meningkatkan pemahaman
pelaku usaha mengenai manfaat, persyaratan, dan prosedur
sertifikasi halal, sehingga pelaku 'UMKM lebih memahami
pentingnya kepemilikan sertifikat halal sebagai bentuk jaminan
kehalalan ‘produk, peningkatan kepércayaan konsumen, serta
upaya memperkuat daya saing usaha. Temuan tersebut
menguatkan hasil penelitian ini bahwa berbagai bentuk dukungan
pemerintah, seperti Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI),
kegiatan sosialisasi, serta \pendampin’gan 6ieh Pendamping Proses
Produk Halal (PPH), berkontribusi dalam meningkatkan
pemahaman dan minat pelaku UMKM di Kota Banda Aceh untuk
men-gurus sertifikasi halal. Pelaku usaha yang memperoleh
informasi, edukasi, dan pendampingan secara memadai
cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai proses

sertifikasi halal serta menunjukkan minat yang lebih tinggi untuk
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mengajukan sertifikasi halal dibandingkan dengan pelaku usaha
yang belum memperoleh dukungan tersebut. Dengan demikian,
penelitian ini semakin mempertegas bahwa optimalisasi dukungan
pemerintah melalui penyediaan informasi, sosialisasi, dan
pendampingan secara berkelanjutan merupakan upaya yang
penting dalam meningkatkan minat pelakn UMKM untuk
mengurus sertifikasi halal.

2. Kepercayaan konsumen .

Kepercayaan konsumen merupakan salah satu aspek
penting dalam membangun hubungan antara pelaku usaha dan
konsumen. Dalam kegiatan bisnis, terjalinnya suatu transaksi
sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan yang dimiliki
masing-masing pihak. Kepercayaan tersebut tidak terbentuk
secara instan, melainkan perlu dibangun secara bertahap melalui
konsistens‘i, transparansi, dan pembui(tian atas kualitas produk
maupun layanan yang diberikan:

Kepercayaan konsumen dapat diartikan sebagai keyakinan
konsumen terhadap kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi
harapan dan memberikan manfaat ’se'suai'dvengan yang dijanjikan.
Kepercayaan ini  terbentuk  berdasarkan  pengetahuan,
pengalaman, serta penilaian konsumen terhadap karakteristik dan
manfaat suatu produk atau jasa. Selain itu, kepercayaan juga
mencerminkan kesediaan konsumen untuk menerima risiko
tertentu dengan keyakinan bahwa pelaku usaha akan bertindak

secara jujur, dapat diandalkan, dan mengutamakan kepentingan
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konsumen.

Dengan demikian, kepercayaan konsumen dapat dipahami
sebagai keyakinan yang dimiliki konsumen terhadap integritas,
kredibilitas, dan komitmen pelaku usaha dalam menyediakan
produk atau layanan yang sesuai dengan harapan. Dalam konteks
UMKM, kepercayaan konsumen menjadi faktor penting karena
dapat memengaruhi keputusan pembelian, loyalitas pelanggan,
serta keberlangsungan usaha (Mémbu et al., 2021)

Dalam konteks UMKM, Kepercayaan konsumen menjadi
salah satu fakter yang mempengaruhi minat pelaku usaha dalam
mengurus sertifikasi halal. Berdasarkan hasil wawancara yang
peneliti lakukan dengan beberapa informan, di peroleh informasi
bahwa Sebagian besar pelaku UMKM memandang sertifikat halal
sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan konsumen
terhadap produk yang di pasarkan. ‘

Bapak eddy selaku pemilik'mie ette menyatakan bahwanya
“sertifikat  halal ~mampu  memberikan  kepastian dan
meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang di
pasarkan. Sebelum memp\eroleh se’rtiﬁkai halal, konsumen sering
menanyakan kepastian status kehalalan produk yang di jual
sehingga sertifikat halal di anggap penting untuk meyakinkan
konsumen. Selain itu, keberadaan sertifikat halal dinilai mampu
memberikan kepastian dan meningkatkan kepercayaan konsumen
terhadap produk yang dipasarkan.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil wawancara Bersama
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ibu lia selaku pemilik UMKM mie baisan dan ibu warkonah
selaku pemilik pecel lele. Ibu lia menyatakan bahwa “bahwa
sertifikasi halal memiliki peran penting dalam meningkatkan
kepercayaan  konsumen,  khususnya  untuk  mendukung
pengembangan usaha melalui perluasan pasar. Meskipun
sertifikasi halal dianggap belum terlalu mendesak untuk pasar
lokal karena mayoritas masyarakat Aceh beragama Islam,
keberadaan sertifikat halal dinilai penting sebagai bentuk
legalitas usaha dan syarat untuk memperluas pemasaran melalui
platform digital maupun penjualan ke luar daerah., sementara itu,
ibu warkonah menilai bahwa “sertifikat halal mampumemberikan
keyakinan kepada konsumen bahwa bahan baku dan proses
produksi yang di gunakan telah memenuhi ketentuan halal”.
Senada dengan hal tersebut, bapak welly Leonardi selaku
pemilik usaha bakso kojek menyampaikan bahwa sertifikasi halal
sangat penting bagi usahanya mengingat mayoritas konsumen di
kota banda aceh beragama islam. Informan meyakinkan
bahwasanya “keberadaan sertifikat halal dapat meningkatkan
kepercayaan pelanggan serta me’mperkudt loyalitas konsumen
terhadap produk yang di hasilkan. Selain itu, informan juga
menerapkan keterbukaan informasi kepada konsumen dengan
menjelaskan secara langsung mengenai bahan baku dan proses
pengolahan produk sebagai upaya membangun kepercayaan.
Meskipun demikian, informan yang bukan beragama Islam

menyatakan tetap memiliki keinginan yang kuat untuk mengurus
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sertifikasi halal karena menilai hal tersebut penting untuk
meningkatkan kepercayaan konsumen dan mem-perluas pasar
usahanya.”

Hasil wawancara dengan Bapak Raswan selaku pemilik
usaha Nasi Uduk Pecel Lele menunjukkan bahwa “sertifikasi halal
dipandang sebagai sarana untuk meyakinkan konsumen mengenai
kehalalan produk yang dijual. keberadaan sertifikat halal dapat
meningkatkan keyakinan konsuﬁen sehingga berpengaruh positif
terhadap keputusan pembelian."”

Temuan <serupa juga disampaikan oleh Meisya selaku
pemilik usaha Meisses Dessert. Informan menyatakan bahwa
“sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen,
khususnya  konsumen — muslim, = terhadap produk  yang
dipasarkan. Selain itu, sertifikasi halal juga dipandang mampu
meningkaikan daya saing usaha di ‘tengah persaingan bisnis
kuliner yang semakin ketat”.

Meskipun demikian, tidak -~ seluruh pelaku UMKM
menganggap sertifikasi halal sebagai faktor utama dalam
membangun kepercayaaﬁ konsumen. Béﬂg Riki dan Bang Apis
berpendapat bahwa ketiadaan sertifikat halal belum memberikan
dampak yang signifikan terhadap jumlah pelanggan karena
masyarakat di Aceh cenderung mengasumsikan bahwa produk
makanan yang dijual telah memenuhi ketentuan halal. Kondisi
tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pelaku usaha

mengenai pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan
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kepercayaan konsumen masih beragam.

Hasil wawancara dengan pelaku UMKM tersebut sejalan
dengan informasi yang diperoleh dari pthak LPPOM MPU Aceh.
Berdasarkan hasil wawancara, pihak LPPOM MPU yang
menyatakan bahwa sertifikat halal tidak hanya berfungsi sebagai
bukti formal pemenuhan standar halal, tetapi juga sebagai
instrumen untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan
konsumen. Menurut pihak LPPOM MPU Aceh, proses sertifikasi
halal dilakukan melalui serangkaian tahapan pemeriksaan dan
verifikasi yang mencakup bahan baku, proses pengolahan,
penyimpanan, pengemasan, hingga pendistribusian produk. Oleh
karena itu, keberadaan sertifikat halal dapat memberikan jaminan
kepada masyarakat bahwa produk yang dikonsumsi telah
memenuhi ketentuan halal sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Senadavdengan hal tersebut, kétua LP3H UIN Ar-Raniry
Banda Aceh menjelaskan bahwa meningkatnya kesadaran
masyarakat terhadap pentingnya jaminan kehalalan produk
menjadikan sertifikat halal sebagai salah satu faktor yang dapat
memengaruhi keputusan pembelian konsﬁrﬁen. Pelakuusahayang
memahami pentingnya kepercayaan konsumen cenderung
memiliki minat yang lebih tinggi untuk mengurus sertifikasi halal
karena sertifikat halal dipandang mampu meningkatkan citra
usaha, memperkuat loyalitas pelanggan, serta memperluas
jangkauan pasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM serta
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informasi yang diperoleh dari pihak LPPOM MPU Aceh dan
LP3H UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dapat di Analisis kepercayaan
konsumen merupakan salah satu faktor internal yang dapat
memengaruhi keputusan pelaku UMKM dalam mengembangkan
usahanya, termasuk dalam mengurus sertifikasi halal.
Kepercayaan konsumen menjadi aspek yang penting karena dapat
memengaruhi keputusan pembelian serta keberlangsungan usaha.
Oleh karena itu, pelaku UMKM seharusnya menyadari bahwa
sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai bukti kepatuhan
terhadap ketentuan syariat dan regulasi, tetapi juga sebagai
jaminan kehalalan produk yang mampu meningkatkan
kepercayaan kon-sumen terhadap produk yang dipasarkan.
Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa kesadaran
konsumen terhadap pentingnya: produk bersertifikat halal
semakin meningkat, seiring berkembéngnya informasi mengenai
jaminan produk halal dan meningkatnya perhatian' masyarakat
terhadap keamanan serta kehalalan produk. Kondisi tersebut
mendorong pelaku usaha wuntuk lebih memperhatikan
kepemilikan sertifikat halal sebagai saiah satu strategi dalam
membangun kepercayaan konsumen. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM memandang
sertifikat halal mampu meningkatkan keyakinan konsumen
terhadap produk, memberikan nilai tambah bagi usaha, serta
memperkuat daya saing di pasar. Dengan demikian, ke-percayaan

konsumen menjadi salah satu faktor yang mendorong tumbuhnya
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minat pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi halal sebagai
upaya meningkatkan kredibilitas produk dan keberlanjutan usaha.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Hidayati (2024) yang menunjukkan bahwa tingkat
kepercayaan konsumen terhadap status kehalalan produk
berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Penelitian tersebut
menemukan bahwa konsumen cenderung memilih produk yang
memiliki jaminan kehalalan yahg jelas karena dianggap lebih
aman, berkualitas, dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.
Temuan tersebut menguatkan hasil penelitian ini bahwa
kepercayaan konsumen memiliki peran yang penting dalam
mendorong minat pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi
halal. Pelaku usaha yang meyakini bahwa sertifikat halal mampu
meningkatkan kepercayaan konsumen cenderung memiliki minat
yang lebih besar untuk mengajukan seﬁiﬁkasi halal dibandingkan
pelaku usaha yang menganggap kepercayaan konsumen tetap
dapat diperoleh tanpa adanya sertifikat halal. Dengan demikian,
penelitian ini semakin mempertegas bahwa sertifikasi halal tidak
hanya berfungsi sebagai bukti kehalafaﬁ produk, tetapi juga
menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan
konsumen, meningkatkan daya saing produk, serta mendorong
minat pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi halal.
4.4 Kendala apa saja yang di hadapi UMKM dalam mengurus
sertifikat halal

1. Kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai sertifikasi halal
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Kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai sertifikasi
halal merupakan salah satu hambatan yang masih dihadapi oleh
pelaku UMKM dalam proses pengurusan sertifikasi halal.
Fibrianto et al., (2024) menjelaskan bahwa sebagian pelaku
UMKM masih memiliki keterbatasan dalam aspek pengetahuan,
akses informasi, serta pemahaman terkait persyaratan dan
prosedur sertifikasi halal. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku
usaha mengalami kesulitan dalafn memahami tahapan pengajuan
sertifikasi halal, termasuk penggunaan sistem dan platform yang
digunakan dalam proses pendaftaran. Selain “itu, minimnya
kegiatan sosialisasi dan edukasi dari pihak terkait mengakibatkan
sebagian pelaku UMKM belum memahami secara optimal
manfaat dan urgensi sertifikasi halal bagi pengembangan
usahanya. Oleh karena itu, pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, dan
pendampihgan secara berkelanjﬁtan diperlukan  untuk
meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai sertifikasi
halal serta mendorong partisipasi mereka dalam proses pengajuan
sertifikasi halal.

Berdasarkan hasil wawancara deﬁgan pelaku UMKM di
Kota Banda Aceh, diketahui bahwa keterbatasan informasi dan
kurang optimalnya kegiatan sosialisasi mengenai sertifikasi halal
masih menjadi salah satu kendala dalam proses pengurusan
sertifikasi halal. Beberapa informan mengungkapkan bahwa
mereka belum memperoleh pemahaman yang memadai terkait

persyaratan, prosedur, serta mekanisme pengajuan sertifikasi
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halal, sehingga menimbulkan keraguan dan ketidaksiapan untuk
mengajukan sertifikasi halal bagi usahanya. Selain itu,
terbatasnya akses terhadap informasi serta minimnya
pendampingan yang diterima menyebabkan sebagian pelaku
usaha memandang proses sertifikasi halal sebagai prosedur yang
rumit dan sulit untuk dilaksanakan. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa kurangnya informasi dan sosialisasi masih
menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap partisipasi pelaku
UMKM dalam mengurus sertifikasi halal di Kota Banda Aceh.
Hasil wawancara menunjukkan bahwa kurangnya informasi
dan sosialisasi mengenai sertifikasi halal masih menjadi salah satu
kendala “yang di hadapi pelaku UMKM dalam mengurus
sertifikasi halal. Beberapa informan seperti bang apis, kak ina dan
pak welly mengungkapkan mereka belum memperoleh
pemahamén yang memandai terkait i:)ersyaratan, prosedur, dan
mekanisme pengajuan sertifikasi'halal. Hasil penelitian Bersama
bang apis selaku pemilik usaha ayam goreng crispy menyatakan
bahwa “keterbatasan informasi mengenai sertifikasi halal
disebabkan oleh minimﬁya kegiatan sosialisasi yvang diterima
pelaku usaha. Informan menyatakan bahwa hingga saat ini belum
pernah memperoleh sosialisasi maupun edukasi secara langsung
dari pihak terkait mengenai pentingnya sertifikasi halal serta
prosedur pengurusannya. Kondisi tersebut menyebabkan
informan memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai

mekanisme dan tahapan pengajuan sertifikasi halal, sehingga
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belum terdorong wuntuk mengurus sertifikasi halal bagi
usahanya”.

Temuan serupa juga diperoleh dari hasil wawancara dengan
Bapak Welly Leonardi selaku pemilik usaha Bakso Kojek.
Informan mengungkapkan bahwa salah satu kendala yang
dihadapi dalam mengurus sertifikasi halal “masih terbatasnya
informasi yang diperoleh mengenai prosedur dan mekanisme
pendaftaran sertifikasi halal. Méskipun memiliki keinginan untuk
mengurus sertifikasi‘halal, informan mengaku belum memahami
secara rinci tahapan pengajuan yang harus dilalui. Oleh karena
itu, informan berharap adanya sosialisasi yang lebih.intensif dari
pemerintah maupun lembaga terkait mengenai persyaratan, tata
cara pendaftaran, serta proses pengurusan sertifikasi halal bagi
pelaku UMKM”.

Selahjutnya, hasil wawancara ‘dengan Ibu Tatik selaku
pemilik usaha Dapur Kita menunjukkan bahwa keterbatasan
informasi dan minimnya sosialisasi mengenai sertifikasi halal
menjadi salah satu kendala dalam proses pengurusan sertifikasi
halal. Informan menjelaskan “bahwa Séjdk tahun 2022 hingga
2025 belum pernah memperoleh sosialisasi terkait sertifikasi
halal dari pihak yang berwenang. Informasi mengenai sertifikasi
halal baru diketahui pada tahun 2025 melalui teman yang telah
lebih dahulu memahami proses pengurusannya. Meskipun telah
memiliki keinginan untuk mengurus sertifikasi halal sejak lama,

keterbatasan informasi mengenai persyaratan, prosedur, dan
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mekanisme pengajuan menyebabkan proses tersebut belum dapat
direalisasikan. Setelah memperoleh arahan dan pendampingan
dari pihak yang memahami proses sertifikasi halal, informan
akhirnya dapat mengajukan dan memperoleh sertifikat halal bagi
usahanya”

Menurut hasil wawancara Kak Ina selaku pemilik usaha
ayam geprek menyatakan bahwa “belum pernah memperoleh
sosialisasi maupun pendampihgan terkait sertifikasi halal.
Informan juga menyatakan bahwa dirinya belum memahami
secara mendalam ~ mengenai prosedur dan mekanisme
pengajuan sertifikasi halal karena belum pernah mendapatkan
informasi yang memadai dari pihak terkait. Keterbatasan
informasi  tersebut menyebabkan informan belum memiliki
pemahaman yang cukup mengenai proses sertifikasi halal serta
belum terdorong untuk mencari infoﬁnasi lebih lanjut mengenai
pengurusannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa minimnya
sosialisasi dan edukasi yang diterima pelaku usaha dapat
memengaruhi tingkat pengetahuan serta kesiapan mereka dalam
mengurus sertifikasi halal”. '

Informasi yang di peroleh dari pihak LPPOM mpu Aceh,
diketahui bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap minat pelaku UMKM dalam
mengurus sertifikasi halal. Informan menjelaskan bahwa
pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan

berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah permohonan
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sertifikasi halal yang diajukan oleh pelaku UMKM setiap
tahunnya. Menurut informan, peningkatan jumlah pemo-hon
tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi berperan dalam
meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha
mengenai pentingnya sertifikasi halal. Selain itu, pelaksanaan
sosialisasi juga didukung melalui kerja sama dengan berbagai
instansi dan lembaga terkait, seperti dinas yang membina UMKM,
pemerintah daerah, lembaga keuangan, serta berbagai pihak
lainnya yang turut mendukung pelaksanaan program sertifikasi
halal. Oleh karena itu, informan menilai bahwa sosialisasi dan
pendampingan merupakan upaya yang efektif dalam mendorong
minat pelaku UMKM untuk mengajukan sertifikasi halal bagi
produknya. ,

Senada dengan hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara
dengan Ketua' LP3H UIN Ar-Ranify Banda Aceh, diketahui
bahwa kurangnya informasi dan'sosialisasi mengenai sertifikasi
halal masih menjadi salah satu hambatan dalam meningkatkan
kesadaran pelaku UMKM terhadap pent-ingnya sertifikasi halal.
Informan menjelaskan bahwa sebagian peiéku usaha pada awalnya
berang-gapan bahwa produk yang dihasilkan telah halal karena
diproduksi di lingkungan masyarakat yang mayoritas beragama
Islam, sehingga belum memahami pentingnya sertifikasi halal
sebagai bentuk jaminan kehalalan produk. Menurut informan,
kegiatan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan yang dilakukan

LP3H berperan dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha
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mengenai konsep jaminan produk halal dan prosedur sertifikasi
halal. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan sosialisasi dan
pendampingan secara berkelanjutan agar pelaku UMKM
memperoleh informasi yang lebih komprehensif serta terdorong
untuk mengurus sertifikasi halal bagi usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM, pihak
LPPOM MPU Aceh, dan LP3H UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
dapat dianalisis bahwa informaéi dan sosialisasi memiliki peran
yang penting dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman
pelaku usaha -mengenai manfaat, persyaratan, serta prosedur
sertifikasi halal. Informasi yang memadai akan membantu pelaku
UMKM memahami tahapan pengurusan sertifikasi halal sehingga
dapat mengurangi keraguan dan  ham-batan dalam proses
pengajuannya. Namun, fenomena yang terjadi saat ini
menunjukkan bahwa meskipun perﬁerintah bersama BPJPH,
LPPOM, dan LP3H telah melaksanakan berbagai kegiatan
sosialisasi, edukasi, serta pendampingan, pelaksanaannya belum
sepenuhnya menjangkau seluruh pelaku UMKM. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa\sebagian’ p’elak'uv usaha di Kota Banda
Aceh masih mengalami keterbatasan informasi mengenai
persyaratan, prosedur, dan mekanisme pengurusan sertifikasi
halal karena belum memperoleh sosialisasi dan pendampingan
yang me-madai. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha
memiliki pemahaman yang terbatas, menganggap proses

sertifikasi halal rumit, serta belum memiliki kesiapan untuk
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mengajukan sertifikasi halal. Sebaliknya, pelaku usaha yang telah
memperoleh informasi dan sosialisasi menunjukkan pemahaman
yang lebih baik serta lebih mudah dalam mengurus sertifikasi
halal. Dengan demikian, kurangnya informasi dan sosialisasi
masih menjadi salah satu kendala utama yang menghambat
pelaku UMKM dalam proses pengurusan sertifikasi halal. Oleh
karena itu, diper-lukan pelaksanaan sosialisasi, edukasi, dan
pendampingan secara lebih,inténsif, merata, dan berkelanjutan
agar seluruh pelaku UMKM memperoleh akses informasi yang
memadai mengenai ser-tifikasi halal.

Hasil - penelitian 1ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Aswin (2023) yang menunjukkan bahwa
kurangnya informasi, sosialisasi, dan pendampingan mengenai
sertifikasi halal masih menjadi salah satu hambatan dalam
meningkatkan partisipasi -~ pelaku UMKM untuk mengurus
sertifikasi ‘halal. Penelitian ~tersebut menjelaskan bahwa
keterbatasan informasi -menyebabkan pelaku usaha belum
memahami secara optimal manfaat, persyaratan, serta prosedur
sertifikasi halal, sehingga kepemilikan' Sertiﬁkat halal belum
dipandang sebagai kebutuhan yang harus segera dipenuhi.
Temuan tersebut menguatkan hasil penelitian ini bahwa
kurangnya informasi dan sosialisasi yang memadai menyebabkan
sebagian pelaku UMKM di Kota Banda Aceh masih mengalami
keterbatasan pemahaman mengenai mekanisme pengajuan

sertifikasi halal. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya
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kesiapan pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal serta
menimbulkan anggapan bahwa proses sertifikasi halal rumit
untuk dilaksanakan. Dengan demikian, penelitian ini semakin
mempertegas bahwa pelaksanaan sosialisasi, edukasi, dan
pendampingan secara berkelanjutan merupakan upaya yang
penting untuk meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM
sekaligus mengurangi berbagai kendala dalam proses pengurusan
sertifikasi halal. ‘

2. Keterbatasan pendampingan dan akses terhadap layanan
sertifikasi halal

Keterbatasan pendampingan dan akses terhadap layanan
sertifikasi halal merupakan kondisi ketika pelaku UMKM belum
memperoleh dukungan teknis, bimbingan, maupun kemudahan
da-lam mengakses layanan sertifikasi halal secara optimal.
Kondisi “tersebut ditandai - dengan masih terbatasnya
pendampingan dalam setiap tahapan pengajuan sertifikasi halal,
mulai dari pemenuhan persyaratan administrasi, penginputan data
pada sistem SIHALAL, hingga penyusunan dokumen yang
diperlukan. Selain itu, akses terhadap lembaga penyelenggara
sertifikasi halal juga belum merata, terutama bagi pelaku usaha
yang berada di luar komunitas binaan atau wilayah yang memiliki
keterbatasan layanan. Akibatnya, banyak pelaku UMKM
mengalami kesulitan dalam memahami prosedur sertifikasi halal,
sehingga proses pengajuan menjadi lebih lambat dan berpotensi
mengurangi minat mereka untuk mengurus sertifikasi halal

(Astiwara, 2024).
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tatik selaku
pemilik usaha Dapur Kita, diketahui bahwa ‘“keferbatasan
pendampingan menjadi salah satu kendala dalam proses

pengurusan sertif

ikasi halal. Informan menjelaskan bahwa meskipun telah memiliki
keinginan untuk mengurus sertifikasi halal sejak beberapa tahun
sebelumnya, proses tersebut belum dapat direalisasikan karena
belum memperoleh arahan maupun pendampingan mengenai
tahapan dan mekanisme pengajuan sertifikasi halal. Setelah
mendapatkan ‘bimbingan dari pihak yang memahami proses
sertifikasi . halal, informan akhirnya mampu melengkapi
persyaratan administrasi dan berhasil memperoleh sertifikat
halal bagi usahanya”.

Temuan serupa juga diperoleh dari hasil wawancara dengan
Bapak Welly Leonardi selaku pemilik usaha Bakso Kojek
menjelaskan.  bahwa “masih  terbatasnya akses terhadap
pendampingan*dan informasi mengenai prosedur pengajuan
sertifikasi halal. Meskipun memiliki keinginan untuk memperoleh
sertifikat halal, informan .mengaku belum memahami secara rinci
tahapan pengurusan yang harus dilalui sehingga membutuhkan
bimbingan dari lembaga yang berwenang. Oleh karena itu,
informan berharap adanya pendampingan yang lebih intensif
agar pelaku UMKM dapat memahami mekanisme sertifikasi
halal dan lebih mudah dalam menyelesaikan proses

pengajuannya’”.
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Bapak Subhan selaku anggota Pengawas LPPOM MPU
Aceh menjelaskan bahwa pendampingan merupakan salah satu
aspek penting dalam membantu pelaku UMKM mengurus
sertifikasi halal. Informan menjelaskan bahwa LPPOM MPU
Aceh secara aktif menjalin kerja sama dengan berbagai instansi,
seperti dinas yang membina UMKM, pemerintah daerah, serta
berbagai lembaga lainnya untuk melaksanakan kegiatan
sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha. Menurut
informan, pendampingan tersebut berperan dalam meningkatkan
pemahaman pelaku UMKM mengenai persyaratan dan prosedur
sertifikasi halal sehingga mampu mendorong peningkatan jumlah
permohonan sertifikasi halal setiap tahunnya. Oleh karena itu,
perluasan jangkauan pendampingan dinilai penting agar semakin
banyak pelaku UMKM memperoleh akses layanan yang memadai
dalam prdses pengurusan sertifikasi hélal. '

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Jalaluddin selaku
Ketua LP3H UIN Ar-Raniry Banda Aceh, diketahui bahwa
keterbatasan pendampingan masih menjadi salah satu kendala
dalam proses pengurusan sertifikasi halal. vInforman menjelaskan
bahwa selama proses pendampingan, pelaku UMKM sering
mengalami kesulitan dalam penggunaan sistem digital, seperti
pembuatan akun dan pengoperasian platform yang digunakan
dalam pengajuan sertifikasi halal. Selain itu, koordinasi
antarinstansi yang belum optimal serta belum tersedianya balai

BPJPH di Aceh turut menyebabkan proses pendampingan belum
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berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, informan menilai
bahwa penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan jumlah
pendamping, serta perluasan program sosialisasi menjadi langkah
yang diperlukan agar proses pengurusan sertifikasi halal dapat
berlangsung lebih efektif dan mudah diakses oleh pelaku UMKM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM, pihak
LPPOM MPU Aceh, dan LP3H UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
dapat dianalisis Berdasarkan téori, pendampingan merupakan
salah satu bentuk dukungan eksternal yang berperan dalam
membantu pelaku UMKM memahami persyaratan, prosedur, dan
mekanisme - pengurusan sertifikasi halal. Pendampingan yang
efektif seharusnya mampu mempermudah pelaku usaha dalam
memenuhi persyaratan administrasi, menggunakan sistem digital
SIHALAL, serta menyelesaikan seluruh tahapan pengajuan
sertifikasi halal. Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan
bahwa pemerintah melalui BPJPH bersama LPPOM, LP3H, dan
berbagai lembaga terkait telah berupaya memperluas layanan
pendampingan guna meningkatkan jumlah UMKM bersertifikat
halal. Namun, hasil penelitian “ini vmenunjukkan bahwa
pendampingan dan akses terhadap layanan sertifikasi halal belum
sepenuhnya menjangkau seluruh pelaku UMKM. Sebagian
pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam memahami
prosedur pengajuan, penggunaan sistem digital, serta
memperoleh bimbingan selama proses sertifikasi halal.

Sementara itu, pthak LPPOM MPU Aceh dan LP3H UIN Ar-
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Raniry Banda Aceh menjelaskan bahwa keterbatasan jumlah
pendamping, belum optimalnya koordinasi antarlembaga, serta
belum tersedianya balai BPJPH di Aceh turut memengaruhi
efektivitas  layanan  pendampingan.  Kondisi  tersebut
menyebabkan proses pengurusan sertifikasi halal belum berjalan
secara optimal bagi sebagian pelaku UMKM. Dengan demikian,
keterbatasan pendampingan dan akses terhadap layanan
sertifikasi halal masih menjadi Salah satu kendala utama dalam
proses pengurusan: sertifikasi halal, sehingga diperlukan
penguatan koordinasi antarlembaga, penambahan jumlah
pendamping, serta perluasan jangkauan layanan agar seluruh
pelaku UMKM dapat memperoleh pendampingan yang mudah
diakses, efektif, dan berkelanjutan..

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Astiwara (2024) yéng menunjukkan bahwa
keterbatasan pendampingan dan‘belum meratanya akses terhadap
layanan sertifikasi halal masih menjadi salah satu kendala dalam
proses pengurusan sertifikasi. halal bagi pelaku UMKM.
Penelitian tersebut menjélaskan bahwa béndampingan memiliki
peran yang penting dalam membantu pelaku usaha memahami
persyaratan, prosedur, penggunaan sistem digital, serta
mekanisme pengajuan sertifikasi halal. Keterbatasan akses
terhadap layanan pendampingan menyebabkan sebagian pelaku
UMKM mengalami kesulitan dalam menyelesaikan proses

sertifikasi halal, padahal kepemilikan sertifikat halal memberikan
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jaminan kehalalan produk, mening-katkan kepercayaan
konsumen, serta memperkuat daya saing usaha. Temuan tersebut
menguatkan hasil penelitian ini bahwa sebagian pelaku UMKM di
Kota Banda Aceh masih belum memperoleh pendampingan dan
akses layanan sertifikasi halal secara optimal, sehingga
mengalami kesulitan dalam memahami tahapan pengurusan
sertifikasi halal. Selain itu, hasil wawancara dengan pihak
LPPOM MPU Aceh dan LP3H UIN Ar-Raniry Banda Aceh
menunjukkan bahwa pendampingan merupakan faktor yang
sangat penting dalam mempermudah proses sertifikasi halal,
sehingga diperlukan perluasan akses layanan, peningkatan jumlah
pendamping, serta penguatan koordinasi antarlembaga agar
proses pengurusan sertifikasi halal dapat menjangkau lebih
banyak pelaku UMKM. Dengan demikian, penelitian ini semakin
mempertegas' bahwa optimalisasi i)endampingan dan akses
terhadap layanan sertifikasi halal'merupakan upaya yang penting
untuk mengurangi kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam

memperoleh sertifikat halal.
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BABYV
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang
memengaruhi minat sertifikasi halal pada pelaku UMKM
di Kota Banda Aceh, dapat disimpulkan bahwa minat
tersebut berkaitan dengah faktor internal dan eksternal.
Faktor internal meliputi pemahaman mengenai sertifikasi
halal serta kesadaran terhadap pentingnya kehalalan
produk. Informan yang memiliki pemahaman dan
kesadaran yang baik cenderung menunjukkan ketertarikan
untuk mengurus sertifikat halal. Sementara itu, faktor
eksternal mencakup’ _kepercayaan konsumen dan
dukungan pemerintah melalui‘ program sertifikasi halal.
Jaminan kehalalan produk dapat meningkatkan rasa aman
dan kepercayaan konsumen, sedangkan program
sertifikasi gratis memberikan kemudahan bagi UMKM
untuk memperoleh sertifikat. Déﬁgan demikian, tingkat
pemahaman, kesadaran, kepercayaan konsumen, serta
dukungan pemerintah menjadi aspek yang berkaitan

dengan minat pengurusan sertifikat halal.

Selanjutnya, dari sisi kendala yang dihadapi UMKM
dalam mengurus sertifikat halal, hasil penelitian

menunjukkan bahwa kendala utama yang ditemukan
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meliputi  kurangnya informasi dan sosialisasi serta
keterbatasan pendampingan dan akses terhadap layanan
sertifikasi  halal. Sebagian pelaku usaha belum
memperoleh informasi yang cukup mengenai persyaratan,
prosedur, tahapan, serta mekanisme pengurusan sertifikasi
halal. Kondisi tersebut menyebabkan masih terdapat
pelaku usaha yang kurang memahami proses sertifikasi
halal dan belum mengetahui secara jelas langkah-langkah
yang harus dilakukan untuk memperoleh sertifikat halal.
Selain qtu, keterbatasan pendampingan. juga menjadi
kendala bagi pelaku UMKM, khususnya bagi pelaku
usaha yang belum memahami prosedur pengurusan
sertifikasi halal. Dengan = demikian, kendala dalam
pengurusan sertifikasihalal tidak hanya berkaitan dengan
pemahaman pelaku usaha, tétapi juga dengan belum
meratanya informasi, sosialisasi, pendampingan, dan

akses terhadap layanan sertifikasi halal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ’dan'kesimpulan yang telah

diuraikan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan

dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan minat

dan mempermudah pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi

halal di Kota Banda Aceh:

Bagi pelaku UMKM, diharapkan dapat meningkatkan

pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya
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sertifikasi halal serta lebih aktif dalam mencari informasi
terkait persyaratan dan prosedur pengurusan sertifikasi
halal. Pelaku usaha juga diharapkan dapat memanfaatkan
program sertifikasi halal yang disediakan oleh
pemerintah, termasuk program sertifikasi halal gratis,
sebagai upaya untuk memperoleh jaminan kehalalan
produk dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Bagi pemerintah dan lefnbaga terkait, diharapkan dapat
meningkatkan sosialisasi dan penyebaran informasi
mengenai sertifikasi halal kepada pelaku' UMKM secara
lebih merata, khususnya UMKM kuliner di-Kota Banda
Aceh. Sosialisasi sebaiknya tidak hanya menjelaskan
pentingnya sertifikasi “halal, tetapi juga memberikan
informasi yang jelas mengenai persyaratan, tahapan
pehgurusan, serta mekanisme éertiﬁkasi halal self declare
dan reguler. Selain itu;”pendampingan kepada pelaku
UMKM perlu ditingkatkan agar pelaku usaha yang masih
mengalami kesulitan dapat memperoleh bantuan secara
langsung dalam pfoses pen’gurusa'nv sertifikasi halal.

Bagi  peneliti  selanjutnya,  diharapkan  dapat
mengembangkan penelitian mengenai sertifikasi halal
dengan cakupan informan yang lebih luas serta mengkaji
lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang berkaitan
dengan minat dan kendala pelaku UMKM dalam

mengurus sertifikasi halal. Penelitian selanjutnya juga
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dapat melihat peran pemerintah, pendamping halal, dan
lembaga penyelenggara jaminan produk halal dalam
memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku

UMKM..
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LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Informan Lppom Mpu Aceh
A. Identitas Informan
Nama

Jabatan :
B. Pertanyaan Wawawancara

1. Sudah berapa lama bapak/ibu terlibat dalam
proses pendampingain atau sertifikasi halal

UMKM?

2. Menurut Bapak/ ibu bagaimana perkembangan
minat UMKM di Kota Banda Aceh terhadap

sertifikasi halal saat ini?

3. Menurut bapak/ibu, apa yang membuat pelaku
UMKM tertarik mengurus sertifikasi halal? ’

4. Menurut Bapak/ibu apakah pemahaman pelaku
UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal
sudah cukup baik?

5. Bagaimana pengaruh proses atau prosedur
pengurusan sertifikasi halal terhadap minat
UMKM? Apakah ada pelaku UMKM yang

merasa bahwa prosedur dan prosesnya sulit?

6. Seberapa besar pengaruh biaya terhadap minat

UMKM dalam mengurus sertifikasi halal?
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7. Terkait dengan program self declare bagaimana
pandangan  bapak/ibu,  apakah  standar
kehalalannya  terjamin  mengingat yang
mengurus self delclare lebih bnyak dibanding

dengan yang reguler?

8. Kendala apa yang paling sering dihadapi pelaku
UMKM dalam proses pengurusan sertifikasi
halal?

9. Upaya apa yang dilakukan LPPOM MPU Aceh
untuk * meningkatkan minat UMKM dalam

mengurus sertifikasi halal?

10. Apakah sosialisasi dan pendampingan
yang dilakukan selama ini berpengaruh terhadap
minat - UMKM? Dan apakah ‘dalam sosialiasi
LPPOM MPU Aceh ada‘bekerjasama dengan
Lembaga-lembaga terkait lainnya, dan setelah
sertifikat apa masih ada keberlanjutan
Kerjasama dalam pengawasan pééca sertifikat
halal

11. Menurut bapak/ibu, apa solusi yang perlu
dilakukan untuk meningkatkan minat UMKM
dalam mengurus sertifikasi halal?

12. Dan apa Solusi menjaga agar produk yang

telah bersertifikasi halal tetap terjaga konsistensi
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kehalalannya. Apakah mereka memahami
kewajiban ini? Dan apakah ada pengawasan
setelah sertifikah halal didapatkan, misalnya
audit lagi 6 bulan sekali.

13. Apa ada temuan-temuan dari LPPOM
MPU Aceh terkait produk yang sudah
bersertifikasi halal di Aceh tapi melanggar
prinsip kehalalan? »

14. Selama ini apa tindak lanjut yang
dilakukan terhadap pelaku usaha " yang
melanggar konsistensi dari  sertifikat halal?

(teguran atau denda)
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Lampiran 2 pedoman wawancara informan LP3H UIN Ar-

Raniry Banda Aceh
A. Identitas Informan
Nama
Jabatan

B. Pertanyaan Wawawancara

a.

Sudah berapa lama bapak/ibu terlibat dalam
pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM?

Bagaimana  perkembangan sertifikasi halal pada
UMKM di Kota Banda Aceh menurut pengamatan
bapak/ibu?

Bagaimana tingkat pemahaman pelaku UMKM

mengenai pentingnya sertifikasi halal?

Dalam proses pendarﬁpingan, kendala apa yang paling

sering dihadapi oleh pelaku UMKM?

Menurut  bapak/ibu,  apakah biaya sertifikasi
mempengaruhi  minat UMKM dalam mengurus

sertifikasi halal?

Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai prosedur

pengajuan sertifikasi halal bagi UMKM saat ini?

Seberapa efektif sosialisasi dan pendampingan

sertifikasi halal yang telah dilakukan kepada UMKM?

Faktor apa saja yang paling mempengaruhi minat
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UMKM dalam mengurus sertifikasi halal?

Upaya apa yang dilakukan LP3H untuk meningkatkan
minat UMKM terhadap sertifikasi halal?

Menurut bapak/ibu, apa yang perlu dilakukan
pemerintah atau lembaga terkait agar lebih

banyakUMKM mengurus sertifikasi halal
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Lampiran 3 pedoman wawancara informan UMKM Kota
Banda Aceh

A. Identitas Informan
Nama
Jenis Usaha
Lokasi Usaha
Jumlah Karyawan
Sudah Sertifikasi Halal/Belum :
A. Pertanyaan Wéwawancara

1. Apa yang-bapak/ibu ketahui tentang-sertifikasi halal?
(sekalian tanyakan sumber informasi- sertifikasi
halal)

2. Menurut bapak/ibu, seberapa penting sertifikasi halal bagi
usaha yang dijalankan? '

3. Apai alasan utama bapak/ibu tertarik atau belum tertarik

mengurus sertifikasi halal?

4. Apakah konsumen, lingkungan usaha, atau persaingan usaha
mempengaruhi - keinginan bapak/ibu untuk memiliki
sertifikat halal? Atau karené ada tuntutan dari pemerintah
untuk mengurus sertifikat halal?

5. Apakah bapak/ibu pernah memperoleh sosialisasi
atau pendampingan terkait sertifikasi halal?

6. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai prosedur dan
biaya pengurusan sertifikasi halal? (pastikan self declare

atau regular)
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7.Kendala apa saja yang bapak/ibu hadapi dalam proses

pengurusan sertifikasi halal?

8. Menurut bapak/ibu, apa yang perlu dilakukan pemerintah
atau lembaga terkait agar UMKM lebih mudah mengurus

sertifikasi halal? Harapan pelaku usaha

Bagi yang sudah mengurus sertifikat halal:
1. Apakah Ketika audit pengajuan-sertifikat halal ada diaudit

langsung ke Lokasi atau hanya formalitas melalui video?

2. Apakah ada diberi arahan terkait point-point penting dalam
menjaga kehalalan  produk yang telah tersertifikasi? Ada
tidak diberikan atau dinampakkan manual SJIPH (kriteria

dan ketentuan penjagaan keha

3. sertifikast halal diberikan apakah pernah di audit ulang atau
ada pengawasan dari Lembaga? Pernah kah diberikan
sosialisasi atau - pembinaan - lanjutan  setelah dapat

sertifikat?

4. Apakah bapak/ibu memahami penyelia halal, atau
penjamin halal internal dari UMKM? Jika iya siapa yg
menjadi penyelia halal (mungkin keluarga atau dari

professional)

5. Setelah dapat sertifikat halal apa kendala yang dihadapi
untuk menjaga kehalalan produk yang telah bersertifikasi

(misalnya dalam menjaga konsistensi bahan baku, atau
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kebersihan)

6. Apakah ada bahan baku yang kadang diganti atau
tidak sesuai dengan yang didaftarkan Ketika
pengajuan sertifikasi halal? atau setelah mendapat
sertifikat halal apa ada kebiasaan baru? (misalnya
minyak gorengnya berubah merek, atau ada

penambahan bumbu seperti pada kue ditambah

bahan baku baru)
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Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara Bersama Informan Ahli

Dokumentasi bersama ketua LP3H UIN Ar-Raniry Banda Aceh
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Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara Bersama UMKM Kota
Banda Aceh

Dokumentasi Bersama Karyawan Ketang Goreng Sarjana
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(TN

Dokumentasi Bersama Pemilik Usaha Mie Bakso Kojek
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Dokumentasi Bersama Karyawan Usaha Ayam Goreng
Crispy
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Dokumetasi Bersama Pemilik usaha mie baisan
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K- \ ‘
Dokumetasi Bersama Pemilik usaha pecel lele
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